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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagaian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan
keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara
yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
adanya”

(QS. An-Nisa [4]: 19)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil

keputusan bersama (SKB) Menteri

A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam
huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& $a < Es (dengan titik di
atas)
d Jim J Je
Ha (dengan titik di
< Ha H bawah)
d Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
7al 7 Zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy Es dan ye
Es (dengan titik di
o | Sad 3 bawah)
. De (dengan titik di
o | Dad D bawah)
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I Ta T Te (d%r;gvs:ht)itik di

5 Za z Zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘Ain ‘< Apostrof terbalik

& Gain G Ge

o Fa F Ef

it Qof Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau \W We

o Ha H Ha

¢ | Hamzah 0 Apostrof

I Ya Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya
tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir,
maka ditulis dengan tanda (°).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruflatin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah dan ya Ai Adanl
3 Fathah dan Au Adan U
wau

o : kaifa

dsa : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf Nama
huruf dan tanda
ST Fathah dan alif i a dan garis
atau ya atas
- dan garis
| u
@) Kasrah dan ya U atas
, Dammah dan = i dan garis
5 I
wau atas
Contoh:
&la : mata

D. Ta marbitah

Transliterasi untuk ta marbiatah ada dua, vaitu: ta
marbiitah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbitah yang
mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua
kata itu terpisah, maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan
ha (h). Contoh:
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&0 al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydid (&) dalam
transliterasi ini  dilambangkan dengan perulangan huruf
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
(&%) : Rabbana

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului
oleh huruf kasrah (;=2) maka ia ditransliterasi seperti huruf
maddah (7).

Contoh:
e 1Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf J (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi
ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, (al-), baik ketika ia
diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar -.
Contohnya:

Wil al-syamsu (bukan asy-syamsu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ()
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.
Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

O3 Jta’ muriina

Bl : syai’un



H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan
dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an
(dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka
mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah gabl al-tadwin

|.  Lafz al jalalah (<)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa
nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Al Gy : dinullah
iy : billah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada
lafz al jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

allldad idah . hum fi rahmatillah

J.  Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital
(All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai
ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman
gjaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital,
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada
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awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului
oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil
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ABSTRAK

Perkosaan dalam perkawinan (Marital rape) belum jadi
persoalan yang dianggap serius dalam hukum pidana Islam dan
masyarakat. Kepercayaan kultural meyakini bahwa setiap
hubungan seksual suami-istri, terlebih dari ikatan yang sah secara
hukum dan agama adalah suatu kewajaran dan rutinitas yang
sudah seharusnya dilakukan. Walaupun dalam Islam diajarkan
bahwa istri berkewajiban untuk melayani suami tanpa memberi
alasan penolakan, namun idealnya hubungan seksual suami-istri
dapat dinikmati keduanya tanpa adanya pemaksaan. Sebab,
apabila melibatkan pemaksaan yang sifatnya ancaman verbal atau
fisik, maka pelaku bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan latar
belakang di atas, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu:
pertama, bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)?
Kedua, bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan
dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penilitian yuridis normatif
dengan analisis dekriptif. Sumber sekunder yang digunakan
mengacu pada sumber hukum primer berupa buku-buku figih
jinayah, UU No. 23 Tahun 2004. Metode pengumpulan data
menggunakan metode studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hukum pidana Islam
belum mengakomodir masalah perkosaan dalam perkawinan
(marital rape). Islam memerintahkan berhubungan seksual
dengan mu’dsyarah bil ma’rif dan melarang aktivitas
persetubuhan dengan paksaan, kekerasan dan gaya seksual yang
menyimpang lainnya. Sanksi marital rape jika dikaitkan dengan
unsur hukum pidana Islam adalah fa'zir, karena terdapat unsur
pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang. Pelaku,
dapat dikenai sanksi gisas-diyat apabila dalam memaksa
berhubungan seksual disertai dengan kekerasan dan penganiayaan
yang menyebabkan luka pada bagian tubuh korban.

Kata Kunci: marital rape, mu asyarah bil ma’ritf, ta'zir, qgisas-
diyat
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ABSTRACT

Marital rape has not become a serious problem in Islamic
criminal law and society. Cultural beliefs believe that every
sexual relationship between husband and wife, especially from
legal and religious bonds, is a normal and routine thing that
should be done. Even though Islam teaches that a wife is obliged
to serve her husband without giving reasons for refusal, ideally,
husband and wife sexual relations can be enjoyed by both without
coercion. Because, if it involves coercion that is verbal or
physical in nature, then the perpetrator can be subject to criminal
sanctions. Based on the background above, the main questions in
this thesis are: first, what is the view of Islamic criminal law
regarding the crime of marital rape? Second, what are the
sanctions for perpetrators of marital rape in Islamic criminal law?

This research is a type of normative juridical research with
descriptive analysis. The secondary sources used refer to primary
legal sources in the form of figh jinayah books and Law no. 23 of
2004. Methods of data collection using the method of library
research.

The results of the study show that Islamic criminal law has
not yet accommodated the problem of marital rape. Islam orders
sexual intercourse with mu'asyarah bil ma'ruf and forbids
intercourse with coercion, violence and other deviant sexual
styles. The marital rape sanction when associated with elements
of Islamic criminal law is ta'zir, because there is an element of
coercion that interferes with a person's personal rights. The
perpetrator can be subject to the gisas-diyat sanction if forcing
sex is accompanied by violence and abuse which causes injuries
to the victim's body.

Keywords: marital rape, mu’asyarah bil ma’rif, ta'zir, gisas-
diyat
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan manusia untuk melangsungkan
perkawinan. Melalui perkawinan, keluarga yang bahagia
terwujud, sehingga kedamaian dan kesejahteraan (sakinah,
mawaddah, warahmah) dapat terwujud. Dalam sebuah
pernikahan terdapat akad dengan tujuan suci yang menjadikan
pernikahan merupakan suatu ibadah yang membutuhkan niat yang
tulus serta ikhlas. Akad, yang disebut dengan ijab dan gabul,
mempunyai implikasi yang dalam. ljab berarti memberikan
perintah Allah kepada calon suami dan gabul berarti sebagai
simbol bagi kesediaannya untuk menerima perintah Allah
tersebut.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan
siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan yang
positif dalam pernikahan. Allah SWT. tidak menjadikan manusia
seperti hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan
berhubungan dengan lawan jenis secara bebas. Untuk menjaga
kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT. memberikan
tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Perkawinan
merupakan cara yang utama untuk mengatur kehidupan dalam
berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Keharmonisan antara
suatu hubungan akan terwujud ketika keduanya menunaikan
kewajiban sebagai suami dan istri.>

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang suami-istri
mempunyai hak untuk berhubungan seksual yang bisa dinikmati
oleh keduanya. Setiap agama pasti memiliki pandangan mengenai
etika seksualitas dalam hubungan suami-istri dalam kehidupan
berumah tangga. Untuk itu, perlunya keseimbangan di antara

! Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
(Jakarta: kencana, 2010), 3.

2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat 1, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 1999), 298.
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keduanya di dalam hak dan kewajiban hidup berdampingan agar
menjadi keluarga yang damai. Namun semua itu tidak akan
terwujud apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya
tindak kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu
pemaksaan hubungan seksual. Selama ini, kekerasan seksual
dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di
kalangan masyarakat. ®

Berlaku baik dalam rumah tangga diatur di dalam Surah
Al-Bagarah Ayat 228 sebagal berikut: .

&i;}édé-\y‘j c;ﬁ‘\a)uwﬁabwa; '}"Gﬁmﬁ\j
eﬁjb‘\m-*w usu‘ue-A‘AJ‘cﬁ“mbﬁuuﬁﬁ
Al 15350 G dh‘;uxu}d;\ u@;ﬁfﬁw
a5 bedle Jla 35 Cas el Gelle (531 Jhe 2l

A58 55 Al

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kalo quru’. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptkan Allah dalam
rahimnya, jika mereka berimah kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (QS. Al-Bagarah [2]: 228)*

Ayat di atas menerangkan bahwa kedudukan antara hak
suami dan istri sama. Artinya, Islam mengakui dan mengajarkan
kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (sexual equality).
Akan tetapi, dalam hubungan seksual, tidak menutup

% Dian Putri Ayu, “Tinjauan Magqashid Syari’ah Terhadap Akibat
Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th. 20147, Al-Manhaj, vol. 1, no. 2,
2019, 229-256.

4 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian
Agama RI, 2019), 48.



kemungkinan terjadi pemaksaan, sehingga menimbulkan
kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan seksual antara suami-
istri yang mengarah pada dominasi dan eksploitasi, tidak hanya
dilarang, bahkan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual
berupa pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (marital rape).

Marital rape merupakan gabungan dari kata marital yang
berarti segala hal yang terkait perkawinan dan rape yang berarti
pemerkosaan.® Marital rape diartikan sebagai pemerkosaan yang
terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan, yang mana maksud dari
perkosaan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh suami
terhadap istri, ataupun sebaliknya.® Dengan demikian, marital
rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya untuk melakukan
aktivit;als seksual tanpa mempertimbangkan kondisi salah satu
pihak.

Secara terminologi, marital rape adalah perbuatan
pemerkosaan dalam perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-
unsur pemaksaan, ancaman, maupun kekerasan yang berdampak
buruk bagi korban, baik itu dari segi fisik maupun psikis.® Raquel
Kennedy Bergen mendefinisikan marital rape sebagai hubungan
seksual yang dilakukan, baik vaginal, oral, maupun anal, dengan
paksaan, ancaman, atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak
sadar.’® Sementara menurut Elli Nur Hasbianto marital rape
adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dan

5 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

6 Titin Samsudin, “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi
Manusia”, al-Ulum, vol. 10, no. 2, 2010, 339-354.

7 Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri,
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 11-12.

8 Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu,
“Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balgis Cirebon)”,
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2019, 127.

9 Raquel Kennedy Bergen, Marital Rape: New Research and Directions,
(United States of America: VAWnet, 2006), 1-14.



pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan dan
kondisi istri.’® Senada dengan keduanya, Nurul Ilmi Idrus
mendefinisikan marital rape sebagai hubungan seksual yang
disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri dan
penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.**

Tindakan marital rape merupakan suatu bentuk kekerasan
seksual dalam perkawinan berupa pemaksaan hubungan seksual
secara tidak wajar atau tidak disukai. Adapun bentuk kekerasaan
tersebut dapat diwujudkan dengan pelecehan seksual, pemaksaan
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara
yang tidak wajar atau yang tidak disukai, perusakan organ
reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa
persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak
menghiraukan kondisi istri.'?

Nabi SAW. dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah ra.
bersabda: )

il ez oad & &l casl g ) &0 JASN 3 1))
“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur,
lalu dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka
dia akan dilaknat malaikat hingga pagi.” (HR. Al-Bukhari
No. 5193 dan Muslim No. 1060).%

Yusuf al-Qhardawi mengatakan bahwa laknat yang
disebutkan dalam hadis di atas terjadi ketika seorang istri tidak

10 Elli N. Hasbianto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram
Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan”, Makalah Seminar Nasional:
Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Pusat
Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation,
(Yogyakarta 6 November 1996).

I Nurul llmi Idrus, Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam
Perkawinan, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan
Ford Fondation, 1999), 25-38.

12 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,
(Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 9.

13 Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 663,
hadis nomor 1436.



sedang uzur, seperti sakit atau karena haid dan nifas. Akan tetapi,

tidak menutup kemungkinan keengganan istri dikarenakan

keegoisan dan kesalahpahaman tentang hubungan seksual. Hadis
tersebut ditujukan kepada istri yang menolak untuk memuaskan
hasrat seksual suaminya untuk membuat suami marah. Di sisi
lain, hadis tersebut tidak membenarkan kekerasan seksual suami
terhadap istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa
jika seorang wanita menolak tanpa alasan, laknat malaikat akan
muncul. Adapun Wahbah az-Zuhaili percaya bahwa laknat
muncul ketika seorang istri menolak untuk berhubungan seks,
sedangkan dia sedang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak
takut disakiti.™

Diskursus seputar apakah marital rape dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana (jarimah) atau tidak, dapat merujuk pada
pengkategorian unsur tindak pidana. Hukum piana Islam
mengenal tiga unsur suatu perbuatan disebut telah masuk ke
dalam jenis jarimah sebagai berikut:

1. Al-rukn al-syar’i atau unsur formil ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai
pelaku jarimah jika ada undang-undang secara tegas
melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak
pidana.

2. Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika
ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik
yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)
maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan
sesuatu).

3. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia
bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada
di dalam ancaman.

14 Ardiansyah, “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga)”, Qiyas, vol. 1, no. 1 (2016): 79-92.



Secara unsur formil, marital rape diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan QS. An-Nisa’ [4]: 19 yang
memerintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang ma ruf.
Secara unsur materiil, marital rape mengandung unsur perkosaan
seperti adanya pemaksaan atau perilaku kekerasan untuk
mengikuti keinginan pelaku melakukan hubungan seksual antara
suami dan istri. Melalui adanya unsur pemaksaan untuk
melakukan hubungan seksual maka semakin terlihat terjadinya
kekerasan seksual. Sedangkan secara unsur moril, pelaku marital
rape sudah baligh karna sudah menikah, tidak gila, dan tidak
sedang berada dalam ancaman.

Pada dasarnya marital rape belum jadi persoalan yang
dianggap serius apalagi dalam hukum pidana Islam. Namun,
dalam hukum pidana Islam mengatur tentang hubungan seksual di
luar tempatnya, seperti melalui dubur/anus.® Marital rape juga
sudah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana atau jarimah.
Meskipun demikian, marital rape tidak masuk jarimah hudid.
Ditinjau dari segi materi jarimah, hudid terbagi menjadi tujuh,
yaitu zina, gadzf, meminum minuman keras, pemberontakan,
murtad, pencurian, dan perampokan.’* Marital rape tidak bisa
disebut sebagai perbuatan zina, walaupun diartikan sebagai
pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pemerkosaan
tersebut terjadi dalam hubungan ikatan perkawinan yang sah.
Sehingga marital rape termaksud dalam kategori pidana Islam
yaitu jarimah ta'zir, yang hukumannya belum ditetapkan oleh
syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik
penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pada kasus pemaksaan seksual yang disertai dengan
kekerasan, dikarenakan istri menolak diajak berhubungan seksual

5> Muhammad Rosyid Ridho, “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap
Istri (Marital Rape) dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004
Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-
2018)”, Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2020), 29.

16 M. Nurul Irfan, Musyarofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018),
17.



dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang
suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum. la hanya
melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan
kepada Allah SWT. karena telah lalai dalam memegang amanah
selaku seorang suami.’’ Hanya saja, pada kasus tertentu yang
mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang
berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa
terancam, maka si suami dapat dikategorikan melakukan jarimah
ta zir bahkan bisa menjadi jarimah penganiayaan.

Akibat dari perkosaan dalam ikatan perkawinan sangat
merugikan. Pasca terjadinya kekerasan seksual, suami maupun
istri yang diperkosa biasanya bisa mengalami trauma yang
berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan
dengan baik di masyarakat serta stigma terhadap korban.
Penderitaaan tersebut, baik menjadi dalam jangka pendek maupun
jangka panjang, berupa kerugian fisik, mental, moral, sosial, dan
ekonomi.

Apabila melihat jumlah kasus pada tahun 2018, kasus
terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan
menyebabkan penderitaan terhadap istri (marital rape) mencapai
195 kasus.'® Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang
mencapai 172 kasus,® dan tahun 2016 yang mencapai 135
kasus.® Sedangkan di tahun 2015 ke bawah tidak tercantum
secara kongkrit jumlah kasus marital rape dalam Catatan
Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan

17 Ardiansyah, “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga)”, Qiyas, vol. 1, no. 1 (2016): 79-92.

18 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap
Perempuan Tahun 2018, (Jakarta, 2019), 14.

19 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap
Perempuan Tahun 2017, (Jakarta, 2018), 14.

2 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap
Perempuan Tahun 2017, (Jakarta, 2017), 2.



perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama.? Hal ini
dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong ke
dalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama
dan dimasukkan ke dalam terminologi lain-lain.

Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) belum banyak
dikenal oleh sebagian masyarakat. Hal ini mungkin dikarenakan
kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia
yang belum memahami kekerasan seksual dalam rumah tangga
terutama terhadap istri. Hal ini sungguh ironis mengingat para
korban sangat membutuhkan keadilan dan perlindungan hak-
haknya, terutama sebagai istri. Situasi menjadi lebih sulit, karena
banyak yang masih percaya bahwa perkosaan dalam perkawinan
(marital rape) adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, para
korban enggan untuk membela hak-haknya karena akan
mempermalukan keluarga. Sisi lain masalah yang muncul ketika
suatu tindakan yang merupakan delik aduan dihadapkan pada
masalah saksi dan alat bukti. Pemerkosaan dalam pernikahan
adalah tindak pidana. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam
menegakkan keadilan bagi diri mereka sendiri.?

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk
mengkaji lebih jauh tentang Tinjauan Yuridis Terhadap
Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Perspektif
Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menarik karena hingga saat
ini belum dijelaskan mengenai hukuman bagi tindak pemerkosaan
dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan masalah dalam
skripsi sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang tindak
pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)?

2l Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap
Perempuan Tahun 2016, (Jakarta, 2016). 8.

2 Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri,
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 8.



Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan
dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum pidana
Islam?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam tentang
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape).
Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi pelaku
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
dalam hukum pidana Islam.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan mengenai hukum perbuatan perkosaan
dalam perkawinan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi
semua orang, dengan adanya sanksi terhadap pelaku
perkosaan dalam perkawinan.

Manfaat Praktis

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui
hukum dari perbuatan perkosaan dalam perkawinan.

b. Dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui
tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan
perkosaan dalam perkawinan.

c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S.I
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

d. Bagi masyarakat umum Vyaitu supaya mengetahui
bahwasanya perbuatan perkosaan dalam perkawinan
(marital rape) adalah perbuatan yang tidak pantas dan
bertentangan dengan hukum Islam.
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E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa
penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan
sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini.
Dari berbagai macam penelitian yang ada berikut rinciannya.

Pertama, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam
Rumah Tangga)”. Skripsi ini ditulis oleh Nur Hafidhah dari
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas mengenai penerapan
hukum pidana terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10
bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar ongkos
pertama sebesar Rp.2.000. Pertimbangan hukum oleh hakim
dalam menjatuhkan pidana yaitu pertama, hal yang memberatkan
terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai
istri terdakwa, dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan
perbuatan yang dilakukannya. Kedua, hal yang meringankan
adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia
lanjut. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan seksual
dalam rumah tangga merupakan perbuatan jarimah yang perlu
mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang
didasarkan pada undang-undang yang berlaku.?

Kedua, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut UU NO. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga”. Tesis ini ditulis oleh Rahmat Fauzi dari Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati, Bandung. Tesis ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan
hukum pidana Islam bahwa tindakan kekerasan seksual dalam

2 Nur Hafidhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam
Rumah Tangga)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 9.
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rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT No. 23
Tahun 2004 Pasal 8 poin a, apabila kekerasan seksual itu
dilakukan oleh suami kepada istrinya, maka perbuatan itu
merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi tidak dikategorikan
sebagai tindakan pemerkosaan yang disejajarkan dengan jarimah
zina, tetapi hukumannya ta'zir. Kemudian poin b, apabila ada
hubungan seksual yang dilaksanakan secara suka sama suka di
luar pernikahan maka dikategorikan kepada jarimah zina
kemudian apabila terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga baik
itu anak, sanak saudara atau bahkan pembantu atau orang yang
lainnya dengan maksud komersial atau tujuan lainnya, maka
perbuatan itu dikategorikan kepada jarimah ta'zir. Sedangkan
Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan
seksual dalam rumah tangga menurut UU PKDRT No. 23 Tahun
2004 Pasal 46, 47 dan 48, jika dihubungkan dengan kasus
kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual
suami istri, dapat dikategorikan jarimah ta'zir yang sanksinya
diserahkan kepada ulil amri, kemudian bagi pelaku yang
melakukan perbuatan zina, hukumannya 100 kali jilid dan
diasingkan selama satu tahun apabila pezinanya belum
berkeluarga, kemudian apabila pezinanya sudah berkeluarga,
maka hukumannya di rajam sampai mati, kemudian bagi orang
yang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk tujuan
komersial atau untuk tujuan yang lainnya, maka sanksinya
ta'zir*

Ketiga, “Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-
KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini ditulis oleh
Lisa Afriyani dari Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Skripsi ini
menyimpulkan bahwa dalam Pasal R-KUHP yang membahas
tentang tindak pidana marital rape sangat diperlukan sebagai
pembaruan hukum dan jaminan keadilan bagi seorang istri

% Rahmat Fauzi, “Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan
Seksual dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasn dalam Rumah Tangga”, Skripsi UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, (Bandung, 2012), 9.
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(perempuan) untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya sesuai
dengan tujuan perkawinan; sedangkan dalam figh jinayah (hukum
pidana Islam) memandang marital rape sebagai perbuatan yang
dilarang keras disebabkan adanya pergaulan yang tidak baik
antara suami dan istri sebagaimana yang disyaratkan oleh syarak,
sementara itu dalam RKUHP maupun hukum Islam menjaga dan
melindungi harkat dan martabat seorang istri juga merupakan
suatu kewajiban dalam berumah tangga, karena itulah seorang
istri wajib mentaati suami dan suami juga wajib hukumnya
memberikan hak-hak yang dimiliki istri.?

Keempat, “Perilaku Sadomasokisme dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Akbar
Rudin dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dari sudut pandang
ruang lingkup keluarga sadomasokisme sangatlah dilarang.
Walaupun pasangan saling menyukai, hal tersebut tidak bisa
dilakukan karena menimbulkan kerusakan. Akan tetapi bagi istri
yang tidak menyukai hal tersebut dapat menggugat cerai. Dari
sudut pandang hukum pidana Islam, sadomasokisme
menimbulkan mafsadat (kerusakan). Mafsadat (kerusakan)
tersebut dapat berupa fisik maupun nonfisik. Kerusakan fisik
yaitu timbulnya luka di bagian tubuh manusia di mana hal
tersebut menimbulkan rasa sakit. Selain itu, terdapat kerusakan
non fisik yaitu mengenai mental, hal tersebut dapat menimbulkan
traumatis yang dapat mengganggu kehidupan sehingga dalam
hukum pidana Islam dikenakan hukuman fa zir.?

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang membedakan
dengan penulisan skripsi ini terletak pada fokus tulisan yaitu
tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
dalam perspektif hukum pidana Islam.

% Lisa Afriyani, “Analisis Terhadap Konsep Marital Rape dalam R-
KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi IAIN Jember (Jember, 2020),
4.

% Ahmad Akbar Rudin, “Perilaku Sadomasokisme dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).
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F.  Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk

memahami objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.?’

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif. Metode penelitian ini merupakan metode
penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan (library research). Metode penelitian ini
menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada
untuk memecahkan masalah penelitian.?® Penelitian hukum
normatif dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori,
filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi,
penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait,
formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa
hukum, sehingga dapat disimpulkan, penelitian hukuk
normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, sering Kkali
hukum dikonsepkan seperti yang sudah tertulis dalam
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan
sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan perilaku
manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yuridis yaitu
menggunakan sumber data sekunder sebagai alat
menganalisa berbagai peraturan hukum Islam, Al-Qur’an
dan Hadis serta literatur lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan diteliti.”® Yang menjadi objek

27 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
1986), 67.

28 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke- 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2009), 13-14.

2 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
tinjauan singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.
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penelitian pustaka ini adalah tinjauan yuridis terhadap
perkosaan dalam perkawinan (marital rape) perspektif
hukum pidana Islam.

Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa
aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/
komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada
pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang
dipergunakan vyaitu bahasa hukum. Sehingga dapat
disimpulkan, penelitian hukum normatif mempunyai
cakupan yang luas. Maka, dalam hal ini mengumpulkan
bahan pustaka sebagai data dasar dalam meneliti, yaitu
undang-undang, himpunan peraturan lainnya, dan buku
untuk melihat relevansi antara yang ditelaah dengan nilai,
aturan, atau sumber lainnya.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.
Soerjono Soekamto bahwa data sekunder merupakan data
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
termasuk hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.*
Maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data
sekunder yang berasal dari analisis hukum pidana Islam
dengan kasus marital rape.

Penulis mengarahkan pada data-data pendukung dan
alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal,
skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang
berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data
dari media elektronik. Sumber data ini serupa bahan hukum
yang terdiri dari dua macam sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer vyaitu bahan hukum vyang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang
terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan

% 1bid., 12.



15

dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah buku-buku
figih jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu
menganalisa dan memahami bahan hukum primer.® Dalam
hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa tafsir al-
Qur’an dan hadis, buku-buku, jurnal, laporan, atau
penelitian-penelitian terdahulu dan artikel cetak maupun
elektronik yang berkaitan dengan konsep-konsep yang
penulis kaji yaitu marital rape.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier
yang digunakan yaitu kamus hukum, dan berita-berita yang
berkaitan dengan tindak pidana marital rape.

4. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data
berupa studi kepustakaan (library research). Studi
kepustakaan dimaknai dengan mengadakan  studi
penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel,
jurnal, catatan-catatan yang ada keterkaitannya dengan
masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, penulis
menganalisis  data-data  tersebut  sehingga  dapat
menyimpulkan masalah yang dikaji. Bahan hukum yang
sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari dan dibuat
catatan-catatan untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis
yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga

31 Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1994), 12.
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dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.* Dalam penelitian ini,
analisis data yang digunakan penulis adalah teknik
deskriptif-analisis, yaitu teknik analisis untuk menjabarkan
penelitian terkait hukuman tindak pidana perkosaan dalam
perkawinan (marital rape) yang selanjutnya dianalisis
dengan perspektif hukum pidana Islam menggunakan pola
pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variable
yang bersifat khusus, lalu ditarik kepada fakta-fakta tentang
perkosaan dalam perkawinan (marital rape) untuk
memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus
dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan
pengamatan tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang
sistematis, maka penulisan dalam proposal ini terbagi dalam
beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai
latar belakang dari kasus atau permasalahan yang penulis lakukan
yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
perspektif hukum pidana Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan
dengan fokus kajian yaitu mengenai inti yang akan dibahas dalam
penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara
teoritis praktis maupun manfaat praktis, telaah pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai
teori tentang pokok bahasan secara menyeluruh terkait
permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa
bagian pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang
digunakan dalam penelitian.

% Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2003), 241.
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Bab ketiga, gambaran umum mengenai kasus-kasus marital
rape. Bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap
permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu
mempermudah dalam analisis pembahasan mengenai tinjauan
yuridis terhadap perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat, analisis. Bab ini tentang analisis hukum
pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkosaan
dalam perkawinan (marital rape).

Bab kelima, penutup. Bab ini simpulan dan saran.



BAB 11
LANDASAN TEORI PERKOSAAN DALAM
PERKAWINAN (MARITAL RAPE)

A. Marital Rape
1.  Pengertian Marital Rape

Secara etimologi, marital rape berasal dari Bahasa Inggris
yang terdiri dari dua kata: marital yang berarti berhubungan
dengan perkawinan (relating to or connected with the status of
marriage), dan rape yang berarti perkosaan.! Kata rape merujuk
pada arti melakukan hubungan seksual baik secara vaginal
maupun anal, dengan seorang wanita maupun pria tanpa
persetujuan mereka.? Adapun maksud perkosaan di sini adalah
suatu pemaksaan untuk berhubungan seksual oleh suami terhadap
istri ataupun sebaliknya. Sedangkan secara terminologi, marital
rape adalah tindak perkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan
perkawinan dengan unsur-unsur pemaksaan, ancaman, maupun
kekerasan yang berdampak buruk pada korban, baik dari segi
fisik maupun psikis.®

Perkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk yang
serius dan lazim dari kekerasan terhadap perempuan. Raquel
Kennedy Bergen mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan
(marital rape) sebagai setiap hubungan seksual atau penetrasi
yang tidak diinginkan, baik melalui vaginal, anal, atau oral, yang

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

2 Elizabeth A. Martin (ed), Oxford Dictionary of Law, (Oxford: Oxford
University Press, 2003), 406.

3 Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu,
“Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balgis Cirebon)”,
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2019, 127.
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diperoleh dengan paksa, ancaman kekerasan, atau ketika istri
dalam keadaan tidak sadar.*

Sedangkan Farha Ciciek, seorang aktivis perempuan di
Aliansi Indonesia Damai, mengelompokan marital rape ke dalam
3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak
siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan
hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.?
Nurul 1Imi Idrus mendefinisikan marital rape sebagai hubungan
seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera
sendiri, dan penggunaan obat terlarang maupun minuman
beralkohol.®> Milda Marlia secara sederhana mendefinisikan
marital rape sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah
ikatan perkawinan.*

Marital rape berbeda dengan penyimpangan seksual.
Penyimpangan seksual dimaknai sebagai segala orientasi seksual
yang dimiliki seseorang yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan
orientsasi pada umumnya, seperti sodomi, homoseksual atau
lesbian, pedofilia, eksibisionisme (memperlihatkan alat kelamin
ke orang lain), hubungan seksual sedarah atau inses, berhubungan
dengan mayat (nekrofilia), dan berhubungan dengan hewan
(zoofilia).> Meski terkadang penyimpangan seksual dapat
merupakan salah satu bentuk varian atau menyertai tindakan
marital rape.

! Raquel Kennedy Bergen, Marital Rape: New Research and Directions,
(United States of America: VAWnet, 2006), 1-14.

2 Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Belajar dari Kehidupan Rasul, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The
ford Foundation, 1998), 24-25.

3 Nurul Ilmi Idrus, Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan,
(Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Fondation,
1999), 25-38.

4 Marlia Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri,
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 11.

5 Lihat Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi.
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Marital rape dalam terminologi arab disebut sebagai al-
ightisab al-zauji (>s ) L&), Dalam al-Mawrid®
disebutkan bahwa kata al-ightisab merupakan terjemahan dari
kata rape dalam bahasa Inggris yang berarti memperkosa wanita

atau berzina dengannya secara paksa ( b)) 3l all cilaie

la ,)5)7 Sementara kata al-zauji merupakan bentuk nisbat
(adjektiv) dari kata al-zauj yang berarti pasangan (suami atau
istri).? Kata al-zauji umumnya diterjemahkan sebagai perkawinan
atau marital.

Tidak mudah menemukan pembahasan al-ightisab al-zauji
(marital rape) dan juga pengertiannya dalam referensi-referensi
arab, baik dalam kajian kontemporer, apalagi dalam khazanah
klasik. Sebab, secara mendasar, istilah asing ini bersebrangan
dengan sosiologi dan ideology masyarakat Arab pada umumnya.
Namun seiring berkembangnya wacana ini, pembahasan tentang
al-ightisab al-zauji telah dikaji oleh penulis-penulis kontemporer.
Sufyan ‘Abdali, mendefinisikan al-ightisab al-zauji sebagai setiap
hubungan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh
seseorang terhadap pasangan hidupnya, tanpa rida (persetujuan)
darinya. Sedangkan menurut Muhammad al-Mahdi, guru besar
kesehatan jiwa dari Universitas al-Azhar, mendefinisikan al-
ightisab al-zauji sebagai paksaan dari suami terhadap istrinya
untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri untuk
melakukannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan
menggunakan kekerasan atau ancaman.’

Berdasarkan dua definisi tersebut, terlihat bahwa
pengertian marital rape tidak berbeda dengan pemahaman yang

6 Rohi Baalbaki, al-Mawrid, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1995),
135.

7 Muhammad Ruwas Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, ‘al-ightishab’,
Mujam Lughah al-Fugaha, (Yordania; Dar al-Nafa’is, 1988).

8 Zain al-Din Muhammad Al-Razi, Mukhtar al-Sihah, (Beirut: al-
Maktabah al’ Ashriyyah, 1999), 138.

9 Zikri Darussamin, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam
Kajian Maqasid Syari’ah", Al-Ahwal, vol.12, no.1, 2019, 84-98.
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diuraikan oleh pakar-pakar lainnya. Berdasarkan beberapa
pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa marital rape adalah
perbuatan perkosaan terhadap istri karena adanya unsur
pemaksaan, intimidasi dan kekerasan sehingga berdampak buruk
terhadap istri secara fisik dan psikis. Dalam hal ini dianggap
perbuatan pidana di samping melanggar hak asasi manusia.

Perkosaan yang dilakukan di dalam perkawinan sama
seperti jenis perkosaan lainnya yaitu adanya kontek seksual yang
tidak diinginkan secara paksa. Bedanya, kasus marital rape
terjadi antara dua orang yang sudah menikah. Perkosaan dalam
perkawinan mengacu pada hubungan seksual yang tidak
diinginkan oleh seorang suami dengan istrinya yang disertai
dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau kekerasan fisik, atau
ketika dia tidak dapat memberikan persetujuan. Perkosaan dalam
perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau
perkosaan disertai dengan pemukulan. Bisa juga dalam benuk
perkosaan secara sadis atau obsesif, yaitu tindakan penyimpangan
kekerasan non konsensual oleh suami terhadap istri di mana dia
dilecehkan secara fisik dan seksual.*

Pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk
bertindak secara sukarela, baik melalui tindakan atau tidak
bertindak melalui intimidasi, ancaman, atau bentuk tekanan atau
kekerasan lainnya. Dalam praktiknya, pemaksaan dapat berupa
kata-kata kasar, menghardik, menyeret, ancaman mental, merusak
fisik, dan banyak lagi. Dalam kasus perkosaan dalam perkawinan
(marital rape), pemaksaan terjadi sebagai bagian dari proses
kontak. Jadi, jika pemaksaan atau kekerasan, misalnya kata-kata
kasar atau bahkan pukulan yang tidak berhubungan dengan
realisasi hubungan seksual, pelanggarannya hanya termasuk
kategori delik kekerasan fisik atau psikis. Kehadiran unsur
pemaksaan sebagai indikator utama juga penting untuk
membedakan antara perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
dengan perilaku seksual menyimpang. Begitupun sebaliknya,

10 Sheila Fakhria dan Rifgi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape
dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual (P-KS)", Jurnal ljtihad, vol. 37, no. 2, 2021, 12.
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termasuk dalam kategori perkosaan suami-istri jika terjadi karena
paksaan salah satu pihak.
2.  Bentuk-Bentuk Marital Rape

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai marital rape di
atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai
berikut:

a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena

ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis.

b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki
istri, misalnya dengan oral dan anal.

c. Hubungan seksual yang disertai dengan ancaman
kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan
istri mengalami luka ringan ataupun berat.™*

Termasuk kekerasan yang paling parah yaitu perkosaan
dalam perkawinan (marital rape). Perkosaan ini terjadi ketika
seseorang memaksa untuk memperoleh pelayanan sesksual tanpa
adanya kerelaan dari pasangan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak
terekspresikan dikarenakan berbagai faktor, misalnya: ketakutan,
rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural, atau
ketiadaan pilihan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada
beberapa statemen al-Qur’an yang bisa dikemukakan di antaranya
dalam QS Al-Bagarah (l) 187:

}SSU&LA”C;,SBLLQ‘_;\;&)S\?M\M?SSJ;\

(..s;s;g_u;,’s;m\wju;;;:’ses;\mg;u@ W
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11 Milda, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri, 13.
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“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah
pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat
menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu
dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakan lah puasa itu sampai (datang) malam,
(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu
beri‘tikaf di mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.
(QS. Al-Bagarah [2]: 187).12

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli

istrinya dengan ma 'ruf seperti dalam Surah An-Nisa’(4):19:

Y5 % el \yfu\essduwy‘wm@u
m&.\u.uhu\\ﬁ\m SR L iy | AN A sl

T wiwo g

G b G sk 8 QS ‘—U)Mn-* ZJ:UJMBJ
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila melakukan pekerjaan keji yang
nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah SWT. menjadikan padanya
kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa’ [4]: 19).

12 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Kementrian Agama RI, 2019), 38.
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Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam
berhubungan seksual antara suami-istri, tidak diperbolehkan
adanya kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan dan lain
sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani
permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang
untuk  melayaninya, istri  boleh  menawarnya  atau
menangguhkannya. Bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak
badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami
sampai sakitnya sembuh. Jika suami tetap memaksa, pada
hakikatnya dia telah melanggar prinsip mu a@syarah bil ma’rif
dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya
dilindungi.*®

DeKeseredy dan Joseph, seorang profesor kriminologi,
keadilan, dan kebijakan di Institut Tekhnologi Universitas
Ontario Kanada, mengklasifikasikan pemerkosaan dalam
perkawinan ke dalam empat kategori yaitu kontak seksual,
pemaksaan seksual (termasuk hubungan seksual yang tidak
diinginkan sebagai akibat dari tekanan verbal), percobaan
pemerkosaan, dan pemerkosaan. Masing-masing konseptualisasi
ini penting dalam membantu memahami kompleksitas bentuk-
bentuk pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape).
Pemerkosaan dalam perkawinan adalah bentuk tindak kekerasan,
penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suami untuk
membangun dominasi dan control atas istrinya. Biasanya, dalam
kasus marital rape, suami sering digambarkan sebagai individu
yang pencemburu dan mendominasi sehingga merasa berhak
untuk berhubungan seks sesuai keinginan mereka.'

Bentuk-bentuk pemerkosaan dalam perkawinan yang
termasuk dalam kekerasan seksual antara lain:

a. Dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa

persetujuan istri.

13 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet.
11, (Bandung: PT. Mizan Hazanah llmu-ilmu Islam, 1997), 113.
14 Bergen, “Marital Rape: New Research and Directions”, 4.
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b. Tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami

punya istri lain.

c. Perselingkuhan atau hubungan suami  dengan

perempuan lain di luar nikah.

Bentuk lainnya yaitu hubungan seksual yang dimaksudkan
untuk menyakiti istri. Misalnya dengan cara menggunakan obat-
obatan terlarang, mabuk, sehingga menyebabkan istri tersiksa saat
berhubungan seksual karena bau alkohol yang menyengat hidung
istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan
intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.™

Secara praktis, dalam kasus marital rape, pemaksaan bisa
berwujud kata-kata kasar, menghardik, menyeret, mengintimidasi
mental, menyakiti fisik, dan lain sebagainya. Hubungan seksual
yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan
kesiapan pasangan, tanpa adanya pemanasan dan sentuhan-
sentuhan romantis akan menjadi hubungan yang hambar dan tidak
menggairahkan. Bahkan, bisa jadi menimbulkan trauma bagi
salah satu pihak, sehingga timbul rasa malas dan takut untuk
berhubungan di masa yang mendatang. Hubungan yang semacam
ini digambarkan oleh Rasulullah saw. seperti pola hubungan
hewan, dalam artian bahwa hubungan seperti itu tidak pantas
dilakukan oleh suami istri.

Perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan
seksual dalam perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan
bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau
dengan kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual pun bervariasi.
Menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah
ditangani oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan), variasi kasus pemaksaan
hubungan seksual antara lain:

a. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tidur.

15 Hasmila, "Martial Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami
Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi UIN Alauddin Makassar, (Makassar,
2017), 22-25.
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b. Pemaksaan berkali-kali dalam waktu yang sama
sementara istri tidak menyanggupinya.

c. Pemaksaan ketika suami sedang mabuk atau
menggunakan obat perangsang.®

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Muyassarotussolichah, terdapat beberapa kategori kasus yang
terlapor di Rifka Anisa Women Crisis Center, sebagai berikut:

a. Suami memaksa istrinya menonton film porno dan
memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan
adegan yang ada di film tersebut.

b. Suami memaksa berhubungan seksual dengan istrinya
dengan memasukkan benda-benda asing ke dalam
kemaluan istri.

c. Suami tidak memberikan kebutuhan seksual bagi istri
atau istri tidak melayani kebutuhan seksual suami.

d. Suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri
berhubungan seksual dengan orang lain.

e. Suami memaksa istri untuk berhubungan seksual di
siang hari pada bulan Ramadhan saat keduanya sedang
berpuasa.’’

3.  Penyebab Marital Rape

Adapun penyebab dan pendukung marital rape sebagai

berikut:*®

a. Budaya Patriarkhi
Patriarkhi sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-

laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan

sehingga memiliki kontrol untuk menguasai perempuan

16 Andi Maysara, "Kekerasan Seksual yang dilakukan Suami Terhadap
Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)", Warta,
vol. 57, 2018, 1829-7463.

17 Muhammad Zulfahmi Azhari, “Hubungan Seksual Tanpa Consent
(Persetujuan)  Sebagai  Kasus  Marital Rape  (Analisis  Putusan
No0.2488/Pdt.G/2019/PA JS)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta,
2022), 34.

8 M. Irfan Syaifuddin, “Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, Jurnal
Ilmu Syari’ah dan Hukum, vol. 3, no. 2, 2018, 179-182.
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dalam berbagai aspek. Budaya patriarkhi ini telah
menyebar hampir di seluruh lapisan masyarakat. Suku, adat
bahkan agama masih menyepakati budaya patriarkhi
sehingga dukungan dominasi laki-laki masih lenggeng
diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal perkawinan,
suami dianggap memiliki dominasi terhadap istri sehingga
apabila terjadi kekerasan dalih suami sebagai kepala
keluarga yang harus dihormati dan dijunjung tinggi harus
tetap dijaga.
b. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama

Islam menjadikan perkaiwinan dan relasi suami istri
sebagai mitsagan ghalidzan (ikatan yang kuat) yang
diartikan sebagai perjanjian yang kokoh dan disaksikan
langsung oleh Allah SWT. sehingga memiliki implikasi
untuk mempertanggungjawabkan penjagaan hubungan
tersebut dalam waktu yang lama. Keluarga yang dicita-
citakan oleh Islam adalah relasi suami-istri yang saling
bekerjasama mewujudkan situasi sakinah bermodalkan
mawaddah dan rahmat yang diusahakan oleh keduanya.
Selain itu, menjadikan posisi suami dan istri sebagai mantra
yang sejajar (equal) selaku subyek penting dalam keluarga.
Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama untuk
melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam
mewujudkan  kehidupan  keluarga yang harmonis
sebagaimana tujuan dari pernikahan.®

Realitanya, penafsiran terhadap teks-teks agama yang
dilakukan dengan cara persial menjadikan pemahaman
yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam tentang
kehidupan rumah tangga. Pemahaman lain yang
mendukung kebenaran marital rape adalah konsep
pembolehan suami memukul istri apabila istri nusyuz atau
melakukan pembangkangan. Dalam konteks istri menolak

19 Sheila Fakhria dan Rifgqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape
dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual (P-KS)", Jurnal ljtihad, vol. 37, no. 2, 2021, 18.
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atau tidak menurut kepada suami dalam hal apapun begitu
juga hubungan seksual, teks agama dipahami bahwa ada
legitimasi bagi suami untuk menghukum istri dengan cara
dipukul. Hal ini tidak sejalan dengan spirit Islam yang tidak
membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan
terkecuali karena ketakwaannya kepada Allah.?
c. Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga
Dominasi ketimpangan relasi kuasa laki-laki atas
perempuan dilegitimasi oleh sosial, agama, hukum, Negara
dan terisolasi secara turun temurun sehingga menjadi
sesuatu yang diterima apa adanya. Pola relasi antara laki-
laki dan perempuan dalam realitasnya sama-sama
mengalami perlakuan yang kurang manusiawi. Konteks
keluarga yang menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah
dan perempuan sebagai penerima nafkah secara pasif
menjadikan ruang gerak perempuan menjadi sempit
sehingga ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh
suami menjadikan perempuan kesulitan untuk mendapatkan
perlindungan dan melaporkan ke pihak yang berwajib.
Menurut Nurul Hlmi Idrus, sebagaimana dikutip Milda
Marlia, penyebab marital rape secara garis besar dikelompokkan
menjadi dua macam: penyebab langsung dan penyebab tidak
langsung.?? Adapun penyebab langsung marital rape:
a. Libido yang tidak berimbang
Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar
dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-
laki, biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya
ketimbang perempuan. Maka, dalam keluarga, seorang istri
cenderung pasif dalam mengejawantahkan libidonya.
Kepasifan ini sebenarnya dapat diatasi dengan foreplay
(pemanasan sebelum hubungan seks), sebuah prinsip yang

2 Rahma Pramudya Nawang Sari, “Nusyiiz Marital Rape (KDRT)
Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Al-4hwal, vol. 5, no. 2, 2012, 145

2 Zahara, p. 17-18.

22 Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri,
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 20-22.
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tidak banyak dipahami para pelaku marital rape. Dalam
hubungan seksual yang dipaksakan, istilah yang
menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau
pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan
lantaran takut nantinya suami malah menceraikannya,
apalagi kalau suami tadi menganggap istrinya sudah tidak
mampu atau tidak setia lagi.
b. Penolakan istri

Penolakan yang antara lain didorong oleh cara suami
memperlakukan istri saat melakukan senggama disertai
kekerasan dan ketidakwajaran, umpamanya atau kondisi
istri yang memang tengah tidak bergairah. Penolakan ini,
oleh suami sering diartikan sebagai pembangkangan karena
menancap kuat keyakinan di benaknya bahwa melayani
suami adalah kewajiban perempuan atau istri.
c. Suami terpengaruh obat-obatan atau alkohol akan

bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.
Sementara penyebab tidak langsung marital rape yaitu:
a. Kurangnya komunikasi

Kebahagiaan suami dan istri terletak pada keterbukaan
di antara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga
kurang dibicarakan secara terang-terangan, hal ini belum
lagi diperparah oleh budaya yang menganggap istri hanya
berkewajiban melayani suami, tidak kurang dan tidak lebih.
Hal lain membuat istri seringkali malu mengambil inisiatif
lebih dulu dalam perkara seks, mesti saat itu dia betul-betul
sedang menginginkannya. Maka, dia tampak menerima diri
sebagai objek pemenuhan seks suami belaka.
b. Suami pernah diketahui selingkuh

Selingkuhnya seorang suami dengan perempuan lain,
secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam
perkawinan. Istri akan dengan sendirinya enggan saat
berhubungan seks karena terbayang perbuatan suami

2 Andy Dermawan (ed.), Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur’an
Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga,
2004), 317-320.
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dengan simpanannya. Sikap dingin istri ini, yang nantinya

membuat suami agresif, kasar, dan bahkan eksesif

(keterlaluan). Atau bisa jadi suami akan memaksakan cara

berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan istrinya.

c. Ketergantungan dan kekurangan ekonomi
Istri yang tidak mandiri secara ekonomi hanya

bersandar kepada suami karena memiliki posisi yang lemah
dalam rumah tangga, begitupun dalam persoalan hubungan
seksual. Istri rentan dipojokkan lagi posisinya apabila
menolak paksaan suami demi berhubungan seksual,
terlebih saat disertai ancaman pemutusan dalam
pemenuhan kebutuhan ekonomi. Istri tampak tidak
mempunyai pilihan selain mengiyakan, meskipun dia
sedang menghendaki.

d. Kawin paksa
Kawin paksa lumrah membuat komunikasi yang baik

dan wajar antara suami istri sulit terjalin, persoalan-

persoalan rumah tangga pun kemudian jarang dibicarakan
secara terbuka, termasuk persoalan seksualitas.?

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan

seksual suami terhadap istri, di antaranya:*

a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang
lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat
rahasia karena peristiwa tersebut terjadi dalam ruang
privat (rumah tangga).

b. Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap
wajar karena adanya keyakinan sebagian orang bahwa
hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi
hak suami dan suami berhak memperlakukan istri sesuai

% Muyassarotus Solichah (ed.), Marital Rape Perspektif Yuridis
Viktimologis Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan
Kalijaga, 2004), 358-360.

25 Armansyah, “Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum
Islam Perspektif [jtihad Magashd”, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, (Riau, 2016), 30.
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kehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam
rumah tangga.

c. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam
lembaga yang sah, yaitu perkawinan.

d. Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang
diselesaikan melalui jalur hukum Karena berbagai
pertimbangan, seperti adanya kekhawatiran akan
terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

4.  Dampak Marital Rape

Dampak dari marital rape pada korban dapat
dikelompokkan menjadi dua macam: dampak medis dan dampak
psikis.

a. Dampak Medis
Marital rape bisa menimbulkan lecet pada vagina istri

atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila setiap

hari suami menyetubuhi, atau hubungan tersebut
berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami
sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat, atau
suami melakukan kekerasan fisik saat bersenggama. Dalam
beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar
wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan
perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan
perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seksual
yang dipaksakan saat istri sedang capai atau ketiduran.

Akibat lain hubungan yang dipaksakan saat istri lelah dan

capai adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir

premature, dan bahkan keguguran.®

Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam
berhubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah
luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara
anal), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan

AIDS. Istri yang cidera akibat marital rape biasanya tidak

mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Kalau pun

ke dokter, korban pasti enggan menjelaskan sebab

2 Nurul, p. 70-71.
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sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan
pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.
b. Dampak Psikis

Secara psikis, marital rape bisa menimbulkan
kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan
trauma untuk berhubungan seks kembali. Akibat lain, istri
tidak lagi percaya diri karena merasa tidak mampu
melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah
penyebab terjadinya marital rape itu sendiri. Pada tingkat
yang parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa
semacam (paranoid), sampai-sampai korban m erasa terus
terancam oleh lingkungannya.

Marital rape juga bisa membuat istri mengalami
dampak psikis jangka pendek (short term effect) dan jangka
panjang (long term effect). Dampak psikis jangka pendek
biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah
kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa
bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini, pada
banyak kasus, ditandai dengan gejala sulit tidur (insomnia)
dan berkurangnya selera makan (los apetite). Adapun
dampak psikis jangka panjang yang di alami korban
marital rape adalah timbulnya sikap atau persepsi negative
terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang dia
tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang
setelah mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas
wajar atau abnormal.?’

Jika tindakan marital rape terus berulang dan
berkelanjutan, maka istri (korban) akan mengalami
beberapa perasaan di dalam dirinya, seperti; rendah diri dan
tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri karena
merasa dirinya membuat suami tidak sadar saat
berhubungan badan, mengalami gangguan reproduksi
(misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran
merasa tertekan (stress). Pada umumnya, korban (istri)

27 Milda, p. 24-26.
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marital rape mengalami kesulitan untuk mengambil
keputusan buat dirinya sendiri, karena dia tidak hanya
memikirkan dirinya melainkan juga anak-anak, suami dan
keluarga besarnya. Ini diakibatkan oleh pandangan yang
memposisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan
menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang bertanggung
jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.?®

Secara garis besar, dampak marital rape dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a. Penderitaan fisik yang dialami istri. Hubungan badan
yang dipaksakan atau tanpa melalui “pemanasan”
(foreplay) terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa
sakit pada istri di wilayah reproduksinya, hingga ia tak
bisa menikmati hubungan seks itu.

b. Penderitaan batin bagi istri. Karena, trauma, istri jadi
takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual
buat si korban marital rape bukan lagi kebutuhan atau
ibadah, tetapi siksaan. Pada marital rape, istri benar-
benar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak
mempunyai hak secuil pun untuk menunda atau
menolak sebuah hubungan seks.

c. lIstri korban pemerkosaan sering merasa terasing dari
masyarakat. la merasa bahwa tindakan suaminya
disebabkan kesalahannya. Sebab, menanggung rasa
bersalah berlebihan, istri tidak mampu melakukan
aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini
tentu akan mengganggu kelangsungan dan keutuhan
keluarganya sendiri.

d. Timbulnya konflik yang sering berakhir dengan
perceraian. Karena terus dikerasi dan dikasari oleh

28 Muhammad Zulfahmi Azhari, "Hubungan Seksual Tanpa Consent
(Persetujuan)  sebagai  Kasus  Marital Rape  (Analisis  Putusan
No0.2488/Pdt.G/2019/PA JS)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta,
2022), 52.
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suami, istri terdorong untuk memberontak dan
menentang.?®
Begitupun sebaliknya, laki-laki korban seksual seringkali
merasa lemah, tidak berharga, dan kehilangan kejantanannya
karena tidak mampu melindungi diri maupun komunitasnya.
Banyak tulisan tentang trauma psikologis yang dialami korban
perkosaan perempuan, sementara sedikit penelitian yang
membahas korban laki-laki. Penelitian terhadap kasus
menunjukkan bahwa laki-laki juga mengalami banyak reaksi
seperti yang dialami perempuan ketika menjadi korban, yaitu
depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri,
disfungsi seksual, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri.
Masalah lain yang dihadapi laki-laki termasuk adanya
peningkatan perasaan tidak berdaya, citra diri yang rusak dan
adanya jarak emosional dengan orang lain.*®

B. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Jarimah
Menurut bahasa, kata jarimah berasal dari kata jarama

(eﬁ) kemudian bentuk masdarnya adalah jaramatan yang
artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.
Pelakunya dinamakan dengan jarim dan yang dikenai perbuatan
itu adalah mujaram ‘alaihi® Dari pengertian tersebut dapat
ditarik suatu definisi yang jelas bahwa jarimah adalah Melakukan
setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan
jalan yang lurus.

2 Andy Dermawan, Marital Rape dalam Perspektif al-Qur’an, dalam
Muhammad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogyakarta: PSW
IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004), 320.

30 Bestha Inatsan Ashila & Naomi Rehulina Barus, “Kekerasan Seksual
pada  Laki-Laki:  Diabaikan = dan  Belum  Ditangani  Serius”.
http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-
serius/, diakses 16 April 2023.

31 Marsum, Figih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: FU UlI,
1991), 2.
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Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah menurut istilah
para fugaha adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh
Allah dengan hukuman fkad atau ta'’zir. Larangan-larangan
tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang,
atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-
kata syarak pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru
dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.* Dalam istilah
lain, Kata jarimah disebut juga jinayah mempunyai beberapa
pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah,
pengertian jarimah atau jindyah yaitu suatu istilah untuk
perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut
mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Sedangkan Imam al-Mawardi mendefinisikan jarimah
yaitu:

g e i Al ja ) dae pd Gl shas @il el
R

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’)

yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir”.

Para fugaha sering kali menggunakan kata-kata jinayah
untuk jarimah. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh
syarak baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta
benda atau pun lain-lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan
(jarimah atau jinayah) didefinisikan sebagai larangan-larangan
hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa
hukuman vyang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu
perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu
kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.
Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan
(omission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman
yang ditentukan oleh syariat merupakan kejahatan.*

32 Ahamad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), 249.

3 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan
Syari’at dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.
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2. Unsur-Unsur Jartimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana
apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang
umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-
unsur umum jarimah sebagai berikut:*
a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

Unsur formil (rukun syar’i) adalah nash yang melarang
perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya.
Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap
syari’at manakala perbuatan tersebut telah terkandung
pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun
ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti
perundang- undangan Sebagaimana ditegaskan oleh Allah
dalam QS. Al-Isra’ (17) Ayat 15:

dm.\\.m\&dm W&%M\A&m\w
Cmdi & Ly® Lﬁﬁ‘ 5558535 JJ-‘ YJ Lle—

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan Hldayah
(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang
sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat
memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan

mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”.
(QS. Al-Isra’ [17]: 15)*®

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)
Unsur materiil (rukun maddi) adalah adanya tingkah
laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-

3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1990), 1.

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan
Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 513.
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perbuatann nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur
materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara
sederhana, perbuatan dalam rukun maddi dapat disebut
sebagai tindak pidana (jarimah) manakala dalam perbuatan
yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum.
Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat
dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari
perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan
niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat,
tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan
yang belum selesai tersebut menimbulkan akibat yang
dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun
tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai
tindakan melawan hukum.*

Unsur materiil ini mencakup dua hal:

1) Jarimah yang belum selesai atau percobaan.

2) Turut serta melakukan jarimah.
c¢. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)

Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, sebagaimana
yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini
adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.
Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
(jarimah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang
telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf ialah orang
yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung
jawab hukum. Dalam ushul figih mukallaf disebut juga al-
mahkiim ‘alaih (subyek hukum) yaitu orang yang telah
dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan
dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-
Nya.%’

3 Ahmad Wardi Muslich, p. 28.

37 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-
Kaidah Hukum Islam (llmu Ushul Figih), (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-7,
2000), 3.
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Secara fisik dan rohani, syarat mukallaf meliputi
berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas
(mukhtar). Sedangkan secara pengetahuan, syarat mukallaf
meliputi pelaku sanggup memahami nash-nash syarak yang
berisi hukum taklzfz (ketentuan hukum dalam bentuk hak,
kewajiban, dan larangan yang menuntut para mukallaf (akil
baligh) atau orang yang dipandang telah cakap memahami
perbuatan hukum), dan merupakan orang yang pantas
dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.®

Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat
mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk
mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah
mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia
tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena
adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut.
Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan
sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di
wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang
Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru
tinggal sebentar di wilayah muslim.

Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini
berkisar dua masalah pokok:

1) Pertanggungjawaban pidana.

2) Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Ketiga unsur di atas harus terdapat pada suatu perbuatan
untuk digolongkan kepada jarimah. Unsur-unsur tersebut
merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur
tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam
jarimah (tindak pidana atau delik). Jadi pada jarimah apapun
ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Di samping unsur umum,
pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk
dapat dikenakan hukuman. Adapun yang dimaksud dengan unsur
khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana

3 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal
Jjama’ah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.
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(jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
jartmah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya
unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana
pencurian.

3. Tujuan Hukum Pidana Islam (Jarimah)

Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat
dilepaskan dari tujuan syariat Islam secara umum. Adapun tujuan
umumnya Vyaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan
menghindarkan dari madarat. Secara spesifik, syariat Islam
bertujuan untuk melestarikan lima hal mendasar dalam kehidupan
umat manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta benda, dan
keturunan. Kelimanya merupakan perkara inti dalam pandangan
Islam bagi umat manusia.

Kelima tujuan hukum pidana Islam di atas, bila
dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan
sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting

(urgent), sehingga sangat wajar bila Islam menempatkan

eksistensi agama sebagai kebutuhan hidup yang sangat

mendasar. Dalam rangka menjaga eksistensi agama, Islam
menetapkan hukum riddah.

b. Memelihara Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi
manusia, hukum Islam mengatur tentang larangan
membunuh dengan penerapan hukuman gisas.

c. Memelihara Akal Pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan
manusia, Islam mengharamkan minuman keras (khamr).

Mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat

rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, Islam
mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman hukuman
jilid dan/atau rajam.

e. Memelihara Harta



39

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas
terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan
manusia, Islam melarang perbuatan mencuri dan merampok
(begal). Bagi pelakunya diancam dengan hukuman potong
tangan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum Islam
termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi
kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan
negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang
berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa,
akal, dan potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan.
Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum
pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh
aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia
maupun dengan sang pencipta.*

C. Jarimah Ta'zir
1.  Pengertian Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata 3)"—) -335 yang
secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga

memiliki arti 3)-*4-1 menolong atau menguatkan. Hal ini seperti
dalam firman ,;Allah SV\WIT;berikut: , . .
883 s A 8508505 o) yay Asm)s Alll ) siaidl
Apal
“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT. dan
Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya,
dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

(QS. Al-Fath [48]: 9) ) )
Kata ta'zir dalam ayat ini juga berarti 283 3 ZPAYS

3\353 “\31-“—\3, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu,

39 Asep Saepuddin Jahar, et al., Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis,
(Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 119.
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dan menguatkan agama Allah. Sementara itu, Al-Fayyumi dalam
al-Misbah al-Munir mengatakan bahwa ta'’zir adalah pengajaran
dan tidak termasuk ke dalam kelompok fad. Penjelasan tersebut
mengarah pada definisi ta'zir secara syariat, sebab menyebut
istilah fad. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.

a.

Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus al-Mu ’jam al-
Wasit.

Ta'’zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada
ketentuan had syar’i, seperti pengajaran terhadap seseorang
yang mencaci-maki pihak lain tetapi bukan menuduh orang
lain berbuat zina.*

Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai
pada ketentuan had syar’i Hal ini sesuai dengan pernyataan
Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu pengajaran dan
tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian,
ta'zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman Audid.
Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudiid, bahkan
sangat mungkin berupa hukuman mati.

Al-Mawardi dalam kitab al-Azkam al-Sultaniyyah.

Ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa
yang tidak diatur oleh hudid. Status hukumnya berbeda-
beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir
sama dengan hudiid dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran
untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan
ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa
yang dikerjakan.* Definisi ta'zir yang dikemukakan oleh
Al-Mawardi ini dikutip oleh Aba Ya’la.

‘Abdullzh bin ‘Abdul Muhsin Al-Tariqgt dalam Jarimah al-
Risywabh fi al-Syari’ah al- Islamiyyah.

Ta'zir adalah sanksi hukum yang wajib diberlakukan
sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan
kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal

“0 lorahim Anis, dkk., Al-Mu jam al-Wasit cet. ke-2, (Mesir: Majma’ al-

Lughah al-Arabiyyah, 1972), 598.

4 Abii Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bisr1 Al-Baghdadr al-

Mawardi, Al-Akkam al-Sulfaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 236.
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mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa
ta'zir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi
hudiid dan kafarat, karena ta'zir merupakan kebijakan
penguasa setempat.

d. ‘Abdul ‘Aziz Amir dalam Al-Ta’zir fi al-Syari’ah al-
Islamiyyah.

Ta'zir adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya.
Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena
melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam
sanksi had dan kafarat. Ta'zir sama dengan hudiid dalam
hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)
kesejahteraan dan sebagai ancaman.*? Definisi ini memiliki
kesamaan dengan definisi za'zir yang disampaikan oleh Al-
Mawardi. Apabila dilihat dari tahun wafat penulisnya,
sangat mungkin ‘Abdul ‘Aziz Amir mengutip pendapat Al-
Mawardi.

e. ‘Abdul Qadir ‘Audah dalam Al-Tasyri’ al-Jina’t al-Islamz
Mugaranan bi al-Qanin al-Wad 7.

Ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh
hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan
karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat
tidak ditentukan dengan sebuah sanki hukuman tertentu.*

f. Ibnu Manzur dalam kitab Lisan al- ‘Arab.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak termasuk had,
berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan
kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.
Kata al- Ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh
sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini
disebut Ta'zir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti
lain dari kata al- Ta'zir adalah mencegah dan menghalangi.
Oleh sebab itu, teerhadap seorang yang pernah kamu
tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan

2 < Abdul ‘Aziz Amir, Al-Ta zir fi al-Syart’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar
al-Fikr al-*Arabi, 1954), 52.

4 < Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jina’t al-Islamt Mugaranan bi al-
Qanin al-Wad't Cet. ke-11 Jilid 11, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992), 685.
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menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari
sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had
itu disebut ta'zir.*

g. Abt Zahrah dalam kitab Al-Jarimah wa al- ‘Ugabah fi Figh
al-Islamz.

Ta'zir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak
disebutkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasulullah) tentang
jenis dan ukurannya. Al-Syari’ menyerahkan penentuan
ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu
menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang
ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Aba
Masa Al-Asy’ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila, Utsman Al-
Batti, Aba Yustaf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar bin
Al-Hudzail.*®

h. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Figh al-Islami wa
Adillatuh.

Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang
secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya.
Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara
untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana
yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk
menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman
terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyrakat
kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi fa'zir ini sangat
beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat,
taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain
manusia dalam berbagai masa dan tempat.“®
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fa'zir

ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang
melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun

4 Tbnu Manziir Abii al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram al-
Afriqi Al-Misti, Lisan al- ‘Arab Jilid VII, (Beirut: Dar al-Sadr, tth), 561-562.

4 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-‘Ugqubah fi Figh Al-
Islami, Al- ‘Ugubah, (kairo: Dar Al-Arabi, 1998), 57.

4 \Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh Cet. ke-4 Jilid
VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 5300.
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hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman
hudiid dan kafarat. Oleh karena tidak ditentukan secara langsung
dalam Al-Qur’an dan hadis, maka fa’zir menjadi kompetensi
penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukurannya,
harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena
menyangkut kemaslahatan umum.
2. Ruang Lingkup dan Pembagian Jarimah Ta'zir
Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk
setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan
hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang
sesuai. Dengan demikian, sanksi fa'zir tidak mempunyai batas
tertent. 7a'zir berlaku atas semua orang yang melakukan tindak
kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan,
baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak,
atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan
kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang
tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat,
perlu diberi sanksi ¢a'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.*’
Ruang lingkup dalam ta'zir yaitu sebagai berikut:
a. Jarimah hudid atau gisas diyat yang terdapat syubhat
dialihkan ke sanksi zazir.
b. Jarimah hudid atau gisas diyat yang tidak memenuhi
syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir.
C. Jarimah yang ditentukan Al-Qur’an dan Hadis, namun
tidak ditentukan sanksinya.
d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan
umat.*®
Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar
dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

4 Asadulloh al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum
Islam, cetakan pertama. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 5.

48 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018),
143-144.
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a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu

semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan
umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi,
pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita
yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok,
dan penyelundupan.

b. Jartimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan

(individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan
kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak.
Contohnya, penghinaan, penipuan, pemukulan.*

Berdasarkan uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, hukuman
ta'zir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu:

a.

b.

Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi
menjadi dua, yaitu: hukuman mati, dan hukuman dera.
Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan
seseorang dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara
dan hukuman pengasingan.

Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu
status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya
ditahan.

Hukuman hukuman ta'zir yang lain adalah selain
hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:

1) Peringatan keras

2) Dihadirkan di hadapan siding

3) Diberi nasihat

4) Celaan

5) Pengucilan

6) Pemecatan

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.*

49 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh Jilid VI,
(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

%0 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1992), 14.
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D. Diyat
1.  Pengertian Diyat

Diyat (51;9) secara etimologi berasal dari kata “wada- yadi-
wadyan- wa diyatan” (‘\:‘93 - @33 - X - dlj). Bila yang

digunakan masdar wadyan (i-fij) berarti saala (U = mengalir)
yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan

masdar 2\-}9), berarti membayar harta tebusan yang diberikan
kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (jindyah).

Bentuk asli kata diyat (‘\-}9 adalah widyah (‘\éJ ;) yang dibuang
huruf wau-nya.>*

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena
suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama
seperti jiwa.> Menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah, diyat adalah
sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat
hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban,
bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.>

Sayid Sablq berpendapat sebagal berikut:

(_A\ J;)_\j ‘4_]1\\“L n L« \\\Ls,ﬂ\ M\(_;Ad‘é;“

“Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada

pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan

atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau

walinya”.%*

Tagiyuddin Aba Bakr al-Husaini mendefinisikan diyat
adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal
terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun

51 Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

52 |bid., 55.

53 Abdul Qadir ‘Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Juz 1, (Kairo: dar
al-kitab al-arabi, t.t), 325.

54 Sayid Sabig, Figh As-Sunnah Juz I1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 429.
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dengan mencederai anggota tubuhnya.® Beberapa definisi di atas
jelas bahwa diyat merupakan ‘ugizbah maliyah (hukuman bersifat
harta) yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau
kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan
kepada pemerintah.

Diyat dibagi menjadi dua, yaitu diyat mughalazah dan diyat
mukhaffafah. Diyat mughalazah yaitu seratus ekor unta, dengan
rincian, 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat
(hiqgah), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke
lima (jadza’ah) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (khalafah).
Diyat mughalazah digunakan sebagai ganti rugi hukuman qisas
yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar
secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk
pembunuhan serupa sengaja, diyat yang diberatkan bisa juga
dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur
selama tiga tahun.*®

Sedangkan diyat mukhaffafah banyaknya seratus ekor unta
yang dibagi menjadi lima, 20 ekor betina umur satu tahun masuk
dua tahun (bintu mukhaz), 20 ekor unta betina umur dua tahun
masuk tahun ketiga (bintu labun), 20 ekor unta jantan umur dua
tahun (banu labun), 20 hkiggah dan 20 jadza’'ah. Diyat ini
diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja dan yang bertanggung
jawab dalam pembayaran diyat ini yaitu aqillah dan bisa dicicil
selama tiga tahun.®’

2. Dasar Hukum Diyat
a. Al-Qur’an
QS. Al-Bagarah Ayat 178:

<09
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%5 Al-Imam Tagiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar,
(Surabaya: PT Bina limu, 1997), 29.

% Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,
2015), 141.

57 Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, Mughni al-Muhtaj Jilid 1V,
(Bairut: Dar al-Kutbi al-llmiyah, t.th), 65.
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i &
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang
baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih”. (QS. Al-Bagarah [2]: 178)%®
QS. An-Nisa’ Ayat 92:

dﬁar/c&;Y\C\ASA&L\u\w}du\S\A}
MA\‘_A\M‘UJ}‘\_\A)A:\_@JJJJMSLL;DA 4
wﬁﬁﬁeﬂﬁxeﬁwuﬁdﬁ \;5” Ay )

a«—ﬁﬁegﬁeﬁwuﬁ BERE YR A%
wﬂ@@ﬁﬁ)ﬁﬁjﬂé\é\w;ﬁ.dm
U\S} AJS\UAM)JU.\:_\LUAUS/O..}MJMH
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“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah
(tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan
Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 72.
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itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang

ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu.

Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada

Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ [4]: 92)*

Surat al-Bagarah Ayat 178 menerangkan bahwa jika
dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku jinayah hendaknya
membayar diyat dengan cara yang baik sebagaimana telah
dimaafkan dengan baik, juga firman Allah An-Nisa’ Ayat
92. Ayat ini memerintahkan pembayaran diyat, kecuali jika
keluarga korban berniat baik dengan bersedekah atau
merelakan tidak menerima diyat.

b. Hadis . . ) )
;8 ally e all) ‘_Am‘f\.\j\ SRS o e

A& )5 Jad ) ikl 54y 548 08 Gad

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda:

Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa

memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan juga bisa

memilih pelakunya dibunuh (gisas) ”.

Hadis ini memperkuat dua ayat di atas dengan

kandungan dan maksud yang sama vyaitu disyariatkannya
diyat dalam masalah pembunuhan.

3.  Klasifikasi Sanksi Pidana Diyat

Secara umum diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat
pembunuhan dan diyat penganiayaan.

a. Diyat Pembunuhan

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan
Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 123.
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1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan
menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang
lazim untuk membunuh orang. Pembunuhan seperti ini
tergolong kedalam kejahatan yang dapat dijatuhi
hukuman qisas, di mana si pembunuh dikenakan
hukuman yang sama dengan Kkejahatan Yyang
dilakukannya, yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana
ia membunuh.
2) Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh
dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang
tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan
dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya
mati.
3) Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah
pembunuhan yang tidak bermaksud dan tidak
direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku atau tidak
sengaja dilakukan.®
Diyat Penganiayaan
Dalam diyat penganiayaan secara lebih detail, Marsun

merinci sebagai berikut:®*

1) Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

a) Mudhihah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor
unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat
ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.

b) Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya
10 ekor unta (100 dinar).

¢) Munaqgilah (luka sampai tulang melesat),
diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).

51.

8 A. Djazuli, Figh Jinayat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),

61 Marsum, Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG.
Penerbitan FH UlI, 1991), 118-119.
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d) Mukmumah (luka sampai kulit tengkorak),
diyatnya 1/3 diyat.

e) Jaifah (pelukaan anggota badan), diyatnya 1/3
diyat.

Mengenai menghilangkan anggota badan:

a) Telinga, diyatnya % kalau 2 telinga diyatnya
penuh.

b) Mata, masing-masing setengah diyat.

c) Kelopak mata, masing-masing ¥4 diyat.

d) Hidung, diyat penuh.

e) Bibir, masing-masing setengah diyat.

f) Lidah, satu diyat penuh.

0) Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi diyatnya
lima ekor unta.

h) Rahang, untuk setiap rahangnya diyatnya
setengah diyat.

i) Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat.
Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau
hanya menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor unta.

j) Kaki, sama dengan diyat tangan.

k) Putting susu, untuk setiap putting setengah diyat.

I) Dua buah pelir, diyathya sama dengan putting
susu.

m) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting
susu. Dzakar, satu diyat penuh.

n) Dua buah pinggul, sama dengan putting susu.

0) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya
setengah diyat.

p) Penyayatan kulit, satu diyat penuh.

Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:

a) Akal, diyatnya satu diyat penuh.

b) Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.

c) Daya pandangan, pada setiap mata setengah
diyat.
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d) Lenyapnya kemampuan penciuman, berbicara,
suara, perasaan, rasa pengunyahan, diyatnya satu
diyat penuh.

e) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.

f) Lenyapnya perempuan untuk ber-keturunan,
wajib satu diyat.

0) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak
bisa sampai pada rahim, wajib satu diyat.

h) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh
wajib satu diyat.

i) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diyat.



BAB I11
DESKRIPSI KASUS MARITAL RAPE

A. Sejarah Marital Rape

Perkosaan dalam perkawinan merupakan istilah yang relatif
baru. Karena hubungan seksual dianggap sebagai urusan pribadi,
korban perkosaan dalam perkawinan yang biasanya adalah istri,
untuk waktu yang lama, lebih memilih untuk diam. Salah satu
alasan untuk kebisuan tentang perkosaan dalam perkawinan
adalah karena sepanjang sebagian besar sejarah negara dan
budaya di seluruh dunia, perkosaan dalam perkawinan dipandang
sebagai suatu kemustahilan.*

Budaya Barat sering menganggap bahwa hak-hak
perkawinan berasal dari ajaran St. Paul:

“Hendaklah suami memberikan kepada istrinya kasih
sayang yang menjadi haknya, demikian pula istri kepada
suaminya. lIstri tidak memiliki otoritas atas tubuhnya
sendiri, tetapi suami memilikinya. Demikian pula suami
tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya sendiri, tetapi istri
memilikinya. Jangan merampas satu sama lain kecuali
dengan persetujuan untuk sementara waktu, agar anda
dapat mengabdikan diri untuk berpuasa dan berdoa; dan
berkumpul lagi sehingga setan tidak menggoda anda
karena kurangnya pengendalian diri anda”.?

Pengecualian perkosaan dalam perkawinan dapat ditelusuri
ke pernyataan Sir Mathew Hale, Hakim Agung di Inggris, selama
tahun 1609-1676 dalam History of the Pleas of the Crown. Dia
menulis:

“Suami tidak dapat bersalah atas perkosaan yang

dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap istri sahnya, karena

dengan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama

! Kerry G., “Marital Rape”, http://kerryg.hubpages.com/hub/Marital-
Rape, diakses 20 Januari 2023.

2 Anonym, “Marital Rape”, http://conservapedia.com/Marital-rape,
diakses 22 Januari 2023.
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mereka, istri telah memberikan dirinya sendiri kepada

suami, yang tidak dapat dia tarik kembali”.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa setelah menikah,
seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak berhubungan
seksual dengan suaminya. Hal ini mengizinkan hak akses seksual
suami atas istri mereka yang secara langsung bertentangan dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberi suami izin untuk
memperkosa istri mereka. Implikasinya adalah  sekali
dipersatukan oleh perkawinan, pasangan tidak bisa lagi dituduh
memeprkosa pasangannya, apalagi dituduh memperkosa diri
sendiri.?

Oleh Kkarena itu, tidak mengherankan jika wanita yang
sudah menikah tidak pernah menjadi subjek hukum pemerkosaan.
Hukum memberikan  kekebalan mutlak kepada suami
berhubungan seksual dengan istrinya, semata-mata atas dasar
hubungan perkawinan. Seiring berkembangnya konsep hak asasi
manusia, keyakinan tentang hak perkawinan untuk melakukan
hubungan seksual menjadi kurang dianut secara luas.’

Sejak awal abad ke-19, para aktivis menentang anggapan
hak laki-laki untuk terlibat dalam hubungan seksual yang
dipaksakan dengan istri mereka. Gerakan aktivis perempuan
menentang anggapan bahwa laki-laki berhak untuk melakukan
hubungan seksual secara paksa dengan istri mereka. Tuntutan
feminis abad ke-19 berpusat pada hak perempuan untuk
mengontrol tubuh dan kesuburuan mereka. Kaum feminis bekerja
secara sistematis sejak 1960-an untuk membatalkan pengecualian
perkosaan dalam perkawinan dan mengkriminalisasi perkosaan
dalam perkawinan. Meningkatnya kriminalisasi pemerkosaan
pasangan adalah bagian dari klasifikasi ulang kejahatan seksual di
seluruh dunia dari pelanggaran terhadap moralitas, keluarga,
kebiasaan baik, kehormatan, dan kesucian, menjadi pelanggaran
terhadap kebebasan, penentuan nasib sendiri, atau integritas fisik.>

% 1bid,.
4 1bid,.
® 1bid,.
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Perkosaan dalam perkawinan adalah hubungan seksual
tanpa persetujuan di mana pelakunya adalah pasangan korban.
Dengan demikian, itu sebagai bentuk perkosaan pasangan,
kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Setelah
secara luas diabaikan oleh hukum, perkosaan suami-istri sekarang
ditolak oleh konvensi internasional dan semakin dikriminalisasi.
Pada bulan Desember 1993, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak
Asasi Manusia menerbitkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan. Hal ini menetapkan bahwa perkosaan
dalam perkawinan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.®

Banyak dari Negara Amerika Utara dan Eropa Barat,
perkosaan dalam perkawinan tidak diakui sebagai kejahatan
hingga tahun 1980-an atau 90-an. Faktanya, pada tahun 1997,
hanya 17 negara yang menyebut perkosaan sebagai kejahatan.
Untungnya, publikasi Deklarasi PBB tentang Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempuan telah meningkatkan kesadaran
akan masalah ini dan meningkatkan jumlah negara yang melarang
perkosaan dalam perkawinan menjadi lebih dari 100 negara.’

Sekertaris Jendral PBB melakukan studi mendalam ada
tahun 2006, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
menyatakan bahwa:

“Perkosaan dalam perkawinan dapat dituntut setidaknya di

104 negara. Dari jumlah tersebut, 32 telah menjadikan

perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana

khusus, sedangkan 74 sisanya tidak membebaskan
perkosaan dalam perkawinan dari pemerkosaan umum.

Perkosaan dalam perkawinan bukanlah pelanggaran yang

dapat dituntut setidaknya di 53 negara. 4 negara bagian

sedang  mempertimbangkan  undang-undang  yang

6 Anonym, “Marital Rape”, http://en.wikipedia.org/wiki/ Marital rape,
diakses 23 Januari 2023.

7 Kerryg, “Marital Rape”, http://kerryg.hubpages.com/hub/ Marital-
Rape, diakses 23 Januari 2023.
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memungkinkan perkosaan dalam perkawinan dapat

dituntut”.®

Negara-negara yang paling awal mengkriminalsisasi
perkosaan dalam perkawinan (marital rape) antara lain Uni
Soviet (1922), Polandia (1932), Cekoslowakia (1950), beberapa
anggota Blok Komunisa lainnya, Swedia (1965), dan Norwegia
(1971). Slovenia, kemudian sebuah republik di federal
Yugoslavia, mengkriminalkan perkosaan dalam perkawinan
(marital rape) pada tahun 1977. Mahkamah Agung Israel
menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah
kejahatan dalam putusan tahun 1980, mengutip undang-undang
berdasarkan Talmud (setidaknya abad ke-16). Kriminalisasi
marital rape di Australia dimulai dengan negara bagian New
South Wales pada tahun 1981, diikuti oleh semua negara bagian
lainnya dari tahun 1985 hingga 1992. Beberapa negara yang
sebelumnya dikuasai Inggris mengikuti, seperti Kanada (1983),
Selandia Baru (1985), dan Irlandia (1990).°

Negara-negara Yyang baru-baru ini mengkriminalisasi
perkosaan dalam perkawinan adalah Zimbabwe (2001), Turki
(2005), Kamboja (2005), Liberia (2006), Nepal (2006), Mauritius
(2007), Ghana (2007), Malaysia (2007), Thailand (2007), Rwanda
(2009), Suriname (2009), Nikaragua (2012), Sierra Leone (2012),
Korea Selatan (2013), Bolivia (2013), Samoa (2013), Tonga
(1999/2013). Pengamat hak asasi manusia telah mengkritik
berbagai negara karena gagal secara efektif menuntut perkosaan
dalam perkawinan setelah dikriminalisasi. Afrika Selatan, yang
dikriminalisasi pada tahun 1993, melihat hukuman pertamanya
untuk perkosaan dalam perkawinan pada tahun 2012.%°

Awalnya, hukum pidana di  Indonesia tidak
mengkategorikan perkosaan dalam perkawinan (marital rape)
sebagai tindak pidana dikarenakan Pasal 285 KUHP yang
memiliki unsur di luar perkawinan. Hal tersebut dikarenakan

8 Anonym, “Marital Rape”, http://en.wikipedia.org/wiki/ Marital rape,
diakses 23 Januari 2023.

% 1bid,.

10 1bid,.
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adanya faktor sistem budaya patriarki yang hidup di dalam
masyarakat sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan
(hunter and gatherers) yang menempatkan laki-laki berada pada
posisi superior dalam keluarga, serta didukung dengan perspektif
agama yang mengharuskan istri untuk patuh terhadap suami.**

Pada perkembangannya, muncul pemikiran feminis yang
menginginkan adanya kesetaraan. Pemikiran feminis juga
mempengaruhi munculnya teori kriminologi yang mengemukakan
bahwa perempuan rentan menjadi korban, termasuk dalam ranah
perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik
UU PKDRT bahwa perempuan seringkali menjadi korban
perkosaan dalam rumah tangga. Pasal 46 UU PKDRT
menghapuskan batasan tindak pidana perkosaan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Namun, keberadaan pasal
tersebut masih belum cukup untuk mengakomodir marital rape
sebagai suatu tindak pidana. Masih dibutuhkan ketentuan yang
lebih  komprehensif sebagai upaya penanggulangan secara
preventif dan represif. Oleh karena itu, di inisiasi RUU PKS yang
memuat upaya preventif secara lebih kongkrit dibandingkan UU
PKDRT, seperti mencantumkan tanggungjawab pemerintah
bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan
seksual serta upaya represif berupa ketentuan pidana yang
berbeda dengan KUHP dan UU KDRT vyang secara eksplisit
menyebutkan bahwa pemerkosaan dapat terjadi dalam ranah
rumah tangga, pidana yang memiliki minimum dan maksimum,
serta jenis pidana yang lebih beragam.?

B. Kasus Marital Rape di Indonesia
1. Data Kasus Marital Rape di Indonesia

Catahu (Catatan Tahunan) 2019 Komnas Perempuan
menggambarkan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan

1 Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana
dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Yuridis, vol. 7, no. 1,
2020, 149-1609.

12 1bid,.
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yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu
mendapat perhatian antara lain:

a. Marital rape / perkosaan dalam perkawinan.

b. Laporan inces (pelaku paling banyak adalah ayah dan

paman).

c. Kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi

negara.

d. Meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas

Perempuan tentang kasus Cybercrime berbasis gender.*®
Sementara itu, lembaga-lembaga di bawah pemerintah yang
memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan
Komnas Perempuan adalah sebagai berikut:
a. Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(UPPA)

b. Rumah Sakit (RS)

c. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak)

d. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

e. Pengadilan Negeri (PN)

Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terjadi
dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang
terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan
terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan
terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP),
kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar,
kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah
personal lainnya.

13 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap
Perempuan 2018, (Jakarta, 2019), 2,
https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnIqQUASmw7nCdqtt7 kmoVfaMa/view

, diakses 25 Januari 2023.
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Berikut gambar jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan
yang dilaporkan ke lembaga layanan:

Jenis KtP di Ranah KDRT/ RP berdasar L embaga Layanan
(n=11.105) CATAHU 2020

Elman

KTI KTAP KDP KMS

is Title

mPN 195 3 17¢ 10

12 29 ( 1

Gambar 1: Jenis KtP di Ranah KDRT/RP berdasar Lembaga
Layanan (n= 11.105) CATAHU 2020*

Gambar di atas menunjukan bahwa kasus kekerasan
terhadap istri paling banyak dilaporkan ke UPPA sebanyak 2.307
kasus, disusul WCC dan LSM sebanyak 1.700 kasus.*

Catatan Tahunan komnas perempuan 2021 jumlah laporan
terkait perkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk tahun
2020. Jika dibandingkan pada tahun 2019, data kasus mencapai
192 kasus yang dilaporkan. Artinya, dari data ini tergambarkan
grafik menaiknya kasus pemerkosaan terhadap istri (marital rape)
di Indonesia. Komnas perempuan menganggap perlunya melihat
lebih dalam tentang jenis-jenis kekerasan seksual apa saja yang
dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah
personal atau privat.

14 Laporan KOMNAS Perempuan (Catahu 2020)

15 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap
Perempuan Tahun 2019, (Jakarta, 2020), 14,
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdfdiakses 25
Januari 2023.
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Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal
(n=1.983) CATAHU 2021

Ks Lain | I

Pemaksaan Aborsi
KBGS
Perbudakan Seksual |
Percobaan Perkosaan |8
Perkosaan
Pencabulan
Persetubuhan
Eksploitasi Seksual
Pelecehan Seksual

Marital Rape

Inces |8

Gambar 2: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP (n=
1.983)¢

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape)
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019,
diadukan 100 kasus marital rape, dan pada tahun 2020, diadukan
57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadukan.
Menurunnya pengaduan marital rape dapat diidentifikasikan
karena: Pertama, Catahu tergantung dari pengembalian kuesioner
dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (pusat
pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak), rumah
sakit dan pengadilan; Kedua, jumlah kasus yang dicatat adalah
kasus yang diadukan; Ketiga, dalam konteks pandemi, lembaga
layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas
mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk
mengadukan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus marital
rape tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi dalam
masyarakat. Namun, pengaduan kasus marital rape ini tetap perlu
menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya
sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks

16 Laporan KOMNAS Perempuan (Catahu 2021)
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masyarakat, perempuan tidak bolenh menolak hubungan seksual
yang diminta suaminya.’

Komnas Perempuan berkepentingan untuk melihat data
pelaku kekerasan seksual baik di rumah tangga maupun di relasi
pribadi yang banyak dilaporkan.

Pelaku Kekerasan Seksual Ranah KIDRT/RP Tahun 2020
CATAHU 2021
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Gambar 3: Pelaku kekerasan seksual ranah personal (n=1.983)
Catahu 2021

Dalam ranah personal, pelaku kekerasan seksual yang
dilakukan oleh suami sebanyak 83 orang. Hal ini menunjukan
bahwa kasus marital rape tidak bisa dianggap sepele. Perlu
adanya perhatian khusus terhadap korban, karena minimnya
kesadaran masyarakat mengenai marital rape, sehingga sering
kali korban lebih memilih untuk bungkam.

17 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2020, (Jakarta, 2021), 15-16,
file:///G:/Jurnal%20Terbaru/data%20KTP%202020.pdf, diakses 23 Januari
2023.
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Pada tahun 2021, Komnas Perempuan melengkapi
kuesioner dengan bentuk-bentuk penyelesaian kasus.

Penyelesaian Kasus-kasus KDRT/RP TAHUN 2020
CATAHU 2021

PENYELESAIAN

HUKUM
31%

PENYELESAIAN NON

HUKUM '

29%

Gambar 4: Penyelesaian kasus-kasus KDRT/ Relasi Personal
tahun 2020, Catahu 2021

Gambar 4 memperlihatkan tiga pola penyelesaian kasus
KDRT/RP vyaitu: (1) Penyelesaian non hukum (29%), (2)
Penyelesaian hukum (31%), dan (3) Tidak teridentifikasi (N/A)
(40%). Penyelesaian hukum vyang teridentifikasi adalah
penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui
jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan Catahu terdapat
dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, vyaitu penyidikan,
penuntutan, dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya
hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud
adalah penyelesaian dalam berbagai bentuk seperti mediasi baik
oleh keluarga, ketua RT, tokoh masyarakat dan agama, serta
penyelesaian adat terbanyak dilakukan untuk kasus yang
dilaporkan ke LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebanyak
1.043 kasus, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) sebanyak 526 kasus dan WCC (women
crisis centre) sebanyak 214 kasus. Namun, data yang masuk
belum dapat mengidentifikasi  jenis-jenis  kasus yang
penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum ini
seperti dapat diamati pada gambar 6. Dalam penyelesaian kasus
pidana terdapat 13 kasus yang mendapatkan resitusi. Hal ini
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menunjukan bahwa upaya pemenuhan hak atas pemulihan korban
mulai diberlakukan.’® Namun, lembaga seperti kepolisian juga
tidak terhindarkan menempuh penyelesaian kasus non hukum
yang kadang mereka maknai sebagai restorative justice. Ada 87
kasus yang diselesaikan dengan cara penyelesaian non hukum di
kepolisian (UPPA)."

Sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami
korban dalam relasi personal ditampilkan pada gambar 5 sebagai
berikut:

Jenis Kekerasan Scksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data 129 Lembaga
Layanan
1= 23643
PERBUDAKAN SEKSUAL N=2363
17
1%

__ RANAHSIBER
108
%

PERCOBAAN PERKOSAAN —

0%

PENCABULAN __
63
3%

PERSETUBUHAN _—
164 (

7% \
EKSPLOITASI SEKSUAL

Gambar 5: Jenis Kekerasaan Seksual dalam Ranah Personal
Berdasarkan Data 129 Lembaga Layanan

Gambar 5 menampilkan pola serupa dengan tahun
sebelumnya, yaitu kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam
relasi personal: 1) Pemerkosaan 579 kasus (25%), selanjutnya 2)

18 Ibid., 19.
19 Ibid., 20-21.
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marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus
(25%), 3) Inces (incest) 433 kasus (18%), dan 4) pelecehan
seksual 374 kasus (16%).%

Catahu 2020 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-
jenis kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan. Pada 2021, Komnas Perempuan
menerima 2204 kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan,
pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan
seksual, pemaksaan aborsi, dan pemakaian kontrasepsi, baik di
ranah rumah tangga/personal maupun di ranah publik.

Berdasarkan data di atas, walaupun kasus marital rape
tidak sebanyak kasus kekerasan seksual yang lain, namun tetap
menjadi catatan. Bahwasanya, angka marital rape tidak dapat
diartikan semata sudah berkurang di masyarakat.

Melalui catatan tahunan Komnas Perempuan, Mariana
Amiruddin selaku Komusioner Komnas Perempuan mengatakan
jumlah laporan terkait pemerkosaan atau kekerasan seksual
terhadap istri tahun 2019 sebanyak 192 kasus. Pada tahun 2020
sebanyak 100 kasus. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus
perkosaan dalam perkawinan menunjukan kesadaran korban
bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah
perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum.?

Banyak penelitian menunjukan bahwa korban kekerasan
seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah
laki-laki. Akan tetapi, fakta tersebut tidak dapat menafikkan
bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki. Kekerasan
seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu
hal yang serius. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer
Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judical Research

2 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2021, (Jakarta, 2020), 53,
https://komnasperempuan.go.id/download-file/816, diakses 23 Januari 2023.

2L Arief Ikhsanudin, “Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri
diperkosa Suami Selama 20207, https://news.detik.com/berita/d-
5605962/komnas-perempuan-ungkap -100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-
2020, diakses 25 Januari 2023.



https://komnasperempuan.go.id/download-file/816
https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap%20-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020
https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap%20-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020
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Society (1JRS) dan INFID tahun 2020 ada 33% laki-laki yang
mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan
seksual. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman
(KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki
pernah mengalami pelecehan di ruang publik.?
2. Contoh Kasus Marital Rape di Indonesia

Marital rape merupakan hubungan seksual yang terjadi
antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan,
ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya
masing-masing. Dalam kasus ini, banyak anggapan bahwa
perkosaan tidak mungkin terjadi dalam perkawinan yang sah,
karena tidak mempunyai dasar empiris. Padahal, sudah banyak
kasus perkosaan dalam perkawinan yang berujung pada cidera,
bahkan kematian istri. Berikut merupakan contoh beberapa kasus
marital rape di Pengadilan Indonesia:

a. Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl*

Kasus posisi dari perkara ini adalah terdakwa Hari Ade
Purwanto, 29 tahun dihadapkan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Bangil dengan dakwaan pada pokoknya
bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap
korban Sri Wahyuni, istri terdakwa sendiri. Di mana
terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual
dengan dirinya. Selanjutnya penuntut umum dalam
tuntutannya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan
bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana
yaitu  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 UU
PKDRT menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

2 http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-
belum-ditangani-serius/, diakses 16 April 2023.
23 Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl,

file:///C:/Users/User/Downloads/putusan 912 pid b 2011 pn.bgl 2023030323
0147.pdf, diakses 3 Maret 2023.



http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/
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Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim
menyatakan bahwa terdakwa (suami) terbukti bersalah
telah memaksa istrinya melakukan persetubuhan (marital
rape), yang mana akibat dari perbuatan tersebut
menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi
diri korban, dan korban merasa diperlakukan tidak
manusiawi oleh terdakwa. Setelah mempertimbangkan
perkara tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Hj.
Istining Kadariswati, S.H., M.H dalam vonisnya
menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan
seksual pada istrinya, serta menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)
bulan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di
Mahkamah Agung.

b. Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps*

Terdakwa M. Tohari alias Toto, 57 tahun, dituntut di
hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
dengan dakwaan melakukan kekerasan seksual terhadap
istri korban, Siti Fatimah. Terdakwa memaksa korban
melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Korban
waktu itu menolak melakukan hubungan seksual karena
sakit, nafasnya sesak, dan sakit jantungnya sedang kambuh.
Dalam kronologi peristiwa disebutkan bahwa usaha
persetubuhan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh
terdakwa, namun terdakwa mencium dan mengisap
payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam
kemaluan korban sehingga korban merasa kemaluannya
sakit atau nyeri.

Berdasarkan alat bukti berupa surat visum et repertum
Nomor E.19/ryER/550/2014 tetanggal 12 Oktober 2014
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu

2 Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps,
file:///C:/Users/User/Downloads/putusan 899 pid.sus 2014 pn_dps 202303
03230936.pdf, diakses 3 Maret 2023.
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Alit Sp.F,.DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit
Umum Pusat Sanglah dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981
tertanggal 6 Oktober 1981. Atas perbuatan tersebut,
penuntut umum dalam tuntuannya meminta agar hakim
menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan
kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan. Setelah
mempertimbangkan perkara tersebut, majelis hakim dalam
vonisnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta menjatuhkan
pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10
(sepuluh) bulan.
c. Surat Putusan No. 126/Pid.Sus/2015/PNPbg®

Kasus marital rape selanjutnya terjadi di Purbalingga
pada hari Jumat, 17 Juli 2015 sekitar pukul 05.30.
Awalnya, istri korban K Binti S sedang mandi, kemudian
muncul keinginan terdakwa, suaminya, untuk melakukan
hubungan suami-istri dengan istri korban K Binti S.
Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mendapati istri
korban K Binti S sedang mandi menghadap bak mandi
dengan posisi berjongkok. Selanjutnya terdakwa menutup
mulut saksi korban menggunakan tangan kanan, namun
istri  korban memberontak dan berteriak. Kemudian
terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat
kemaluan istri korban K Binti S dengan harapan saksi
korban menjadi mau berhubungan. Namun istri korban K
Binti S tetap memberontak dan terdakwa tetap

25 Surat Putusan No. 126/Pid.Sus/2015/PNPbg,
file:///G:/Jurnal%20Terbaru/putusan_126 pid.sus 2015 pnpbg 2021220151105
.pdf, diakses 5 Maret 2023.
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memasukkan tangan kirinya dan digerak-gerakkan di dalam
alat kemaluan istri korban K Binti S secara paksa sehingga
alat kemaluan istri korban mengalami luka dan berdarah.
Selanjutnya istri korban K Binti S berobat jalan di RSU
Harapan Ibu.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan istri korban
mengalami luka sesuai hasil visum et repertum dari RSU
Harapan lbu No. B-6/231/VER/RSUHIP/VII/2015 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Rahmi
Ramadhani selaku dokter di RSU Harapan Ibu pada tanggal
22 Juli 2015. Surat tersebut menerangkan korban
mengalami luka di bibir bawah, kemerahan, luka robek
dengan ukuran £ 1 x 1 cm, terdapat pendarahan di vagina
bagian kiri. Terdakwa K bin M adalah selaku suami sah
dari saksi korban K Binti S yang menikah sah menurut
agama Islam pada hari Selasa, 3 Februari 1998 di KUA
Karanganyar Kab. Purbalingga. Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dalam Pasal 46 UU NO. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d. Dilansir dari berita detiknews, suami ceraikan istri yang
minta bercinta 9 kali sehari

Suami menggugat cerai istrinya yang hiperseks di
Tulungagung. Cerita tersebut muncul dari pengalaman
seorang pengacara asal Tulungagung, Mohammad Hufron
Efendi. Pada akhir 2019, ia menangani kasus perceraian
pasutri yang usia pernikahannya kurang dari satu tahun.
Dilihat dari latar belakangnya, salah satu pemicunya karena
istrinya hiperseksual. Kemudian dari situlah muncul
pertengkaran. Yang dijadikan materi perceraian itu
pertengkarannya, bukan hubungan seksualnya, karena itu
sangat pribadi. Pasutri tersebut masih berusia kurang dari
30 tahun. Selama menjalani kehidupan rumah tangga,
frekuensi kehidupan seksual sang istri lebih mendominasi
dan selalu meminta dilayani hasrat seksualnya berulang
kali dalam sehari.
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Sang istri diceritakan meminta jatah berhubungan intim
sembilan kali dalam sehari. Suami menceraikan istrinya
lantaran tidak mampu untuk melayani istrinya dalam
berhubungan seksual. Pengajuan perceraian tersebut
berjalan lancar. Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tulungagung memutus suami-istri sah bercerai.?®
e. Dilansir dari berita jpnn.com, suami menceraikan istri

lantaran tak sanggup lagi memuaskan hasrat istrinya.

Donwori (36), memilih untuk menceraikan istrinya,
Sephia (45). Selain karena sering loyo hingga akhirnya
minum obat penguat, Donwori mengaku mulai kesal karena
Sephia suka mengancam bakal akan berselingkuh. Usai
berhubungan seksual dengan istrinya bukan ketenangan
yang didapat. Sebaliknya, justru rasa takut dan berimbas
pada pertengkaran. Hampir 3 tahun menikah, hati Donwori
selalu miris dan kesal lantaran istrinya selalu mengancam
akan berselingkuh. Kondisi Donwori makin lama juga
makin menurun karena dampak obat penguat berpengaruh
pada jantungnya. Sephia makin sering protes dan minta
berpisah. Donwori mengatakan di sela-sela talak cerainya
di Pengadilan Agama, kelas 1A Surabaya, pada hari Rabu,
29 Juni 2016.7
Kelima kasus yang telah divonis pengadilan di atas

merupakan sebagian kasus yang terkuak dan berhasil dibawa ke
persidangan. Hal tersebut cukup menggambarkan berbagai latar
belakang terjadinya marital rape, yaitu pemaksaan hubungan
seksual oleh suami kepada istri begitupun sebaliknya karena istri
dalam keadaan menstruasi, istri dalam keadaan sakit atau
sebaliknya istri yang hypersex. Akan tetapi masih ada lebih
banyak kasus kekerasan seksual yang terpaksa dipendam oleh
perempuan sebagai istri karena ketidakberdayaan mereka dan
tekanan norma yang seksis. Walaupun laki-laki memiliki peluang

% https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134898/suami-ceraikan-
istri-yang-minta-bercinta-9-kali-sehari-ini-kata-psikolog, diakses 16 April 2023.
z https://m.jpnn.com/news/menderita-punya-istri-hiperseks-setiap-30-menit-
minta-lagi?page=2, diakses 16 April 2023.
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yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak
sekali kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Sebuah studi,
satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait
kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang
diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukan terjadinya
kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-
laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung tidak
melaporkannya.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL
RAPE)

A. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak
Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital
Rape)

Berdasarkan pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya, pemaksaan hubungan seksual yang
dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya
dikategorikan sebagai marital rape. Adapun bentuk-bentuk
marital rape sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri atau suami
karena ketidaksiapan istri atau suami dalam bentuk fisik
dan psikis.

2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki, baik oleh istri
maupun suami. Misalnya menggauli dalam keadaan suami
atau istri mabuk.

3. Menggauli istri atau suami pada saat salah satunya sedang
tidur.

Akibat dari pemaksaan hubungan seksual, suami atau istri
tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak
dari perlakuan pasangan yang tidak nyaman pada saat hubungan
seks. Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan bisa terjadi
saat pasangan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri
sedang datang bulan. Al-Qur’an melarang adanya pemaksaan
hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, karena
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang
seksualitas dalam perkawinan. Dalam tinjauan agama, pemaksaan
hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan.*

! Karina Martayana, Muhammad Syahrul Munir, “Perkosaan dalam
Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Magasid al-Shari’ah”, Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah: Al- Farug, vol. 1, no. 1, 2022, 88.
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Terdapat lima bentuk penyimpangan seksual yang dilarang
menurut syar’i, sebagai berikut:

Pertama, sodomi (anal sex) atau bersetubuh melalui dubur.
Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dibir. Sebab
dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Oleh karena
itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan
umat manusia itu sendiri. Adalah hak seorang istri untuk
disetubuhi suaminya melalui kemaluannya. Menyetubuhi istri
melalui anus berarti juga melenyapkan hak istri sehingga
kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dan menyebabkan tujuan
berhubungan intim itupun tidak tercapai. Selain itu, dubur atau
anus tidaklah dipersiapkan untuk tujuan bersetubuh. Sodomi juga
berbahaya bagi pihak suami. Di samping itu juga berbahaya pada
sisi lain yakni prosesnya amat melelahkan sekali, berbeda dengan
bersetubuh yang alami. Adapun yang lain di antaranya yaitu:?
a. Dubur adalah tempat kotoran dan tahi.
b. Sodomi amatlah ganjil bagi wanita.
C. Sodomi menimbulkan kesan buruk (kesedihan dan
kedukaan hati) terhadap pelaku dan juga objek sodomi.
Sodomi bisa menghitamkan wajah dan menggelapkan dada.
Melahirkan kebencian dan permusuhan yang hebat.
Dapat melenyapkan kebaikan-kebaikan suami-istri.
Sodomi menghalangi naluri seseorang untuk melakukan hal
yang sesuai dengan fitrahnya.
Hadis Nabi Saw:
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“Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada

duburnya”. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i dari Abu
Hurairah)

Memaksakan hubungan seksual kepada istri adalah

perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal itu karena pada

dasarnya, hubungan seksual antara suami-istri, dilakukan dengan

2 Toha Andiko, dkk., “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya
Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, Manhaj, vol. 5, no. 3, 2017, 6.
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saling rida dan dengan cara yang patut (ma ’riif). Apalagi jika
suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara
yang tidak dibenarkan, seperti anal sex. Selain diharamkan oleh
syariat, menggauli istri dari dubur juga bertentangan dengan
tabiat (firrah) manusia dan juga membahayakan kesehatan, karena
dubur merupakan tempat yang kotor.? Ibnu Taimiyah menegaskan
bahwa berhubungan badan melalui dubur (al-wat'u fi al-dubir)
hukumnya haram. Hukum tersebut berdasarkan al-Qur’an,
Sunnah, dan juga pendapat jumhur ulama, baik sahabat, tabiin,
dan lainnya. Menurut madzhab Hanafi, Asy-Syafi’i, dan Hanbali,
hukum menggauli istri melalu dubur (anal sex) adalah haram dan
tidak ada perselisihan mengenai hal tersebut. Madzhab Maliki
juga mengharamkannya, meskipun ada sebagian di antara mereka
dalam riwayat lain yang tidak mengharamkan.’

Rasulullah saw. mengancam suami yang mendatangi
istrinya dari dubur dengan sebutan lutiyah as-sughra (perbuatan
liwar kecil), yang kemudian oleh Ibnu Taimiyyah dikatakan
bahwa suami yang melakukan liwar kepada istrinya harus diberi
ta’zir’, diberi hukuman dengan tujuan mendidik dengan cara
dipukul, disumpahi, atau dipenjara atas suatu perbuatan maksiat
yang tidak ditentukan hukumannya (kad) dan kaffarat-nya oleh
Allah SWT. dan jika menolak maka suami-istri tersebut harus
dipisahkan.® Ulama madzhab empat dan Zaidiyah juga
menyatakan bahwa seorang suami yang menggauli istrinya
melalui dubur maka dia dikenakan ¢a zir dan bukan hudiid.’

Kedua, bersetubuh di masa haid dan nifas. Seorang istri
tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa

3 Alhafidz A. W, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), 241.

4 Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al-Fatawa, Juz 32, (Madinah:
Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 2004), 267-68.

5 Sayid Sabiq, Figh Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 599.

6 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi., Minhajul Muslim, (Kairo: Dar as-Salam,
2000), 425.

7 ¢Abdul Karim Zaidan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-
Muslim fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Juz 5, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah,
1993), 450.



73

haid atau nifasnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah
al- Baqarah [2]: 222 sebagal berlkut
@ B \55‘)4;13 sl }s d& ucu;.d\ e d.ajjb.uj
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“Dan  mereka bertanya kepadamu tentang haid.
Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis) ”. Oleh sebab
itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum
mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT.
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan
diri”. (QS. Al-Bagarah [2]: 222)

Avyat di atas, menerangkan wajibnya menjauhi perempuan
yang sedang haid, sampai mereka bersih haidnya. Hal ini
menunjukan bahwa menyetubuhi mereka yang sedang haid atau
nifas adalah haram. Jika mereka telah suci dengan cara mandi,
maka dibolehkan bagi suaminya untuk mendatanginya sesuai
dengan cara yang telah Allah SWT. tetapkan, vyaitu
menyetubuhinya pada kemaluan yang merupakan tempat
bercocok tanam. Berhubungan seksual tatkala haid atau nifas juga
dilarang medis karna menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi
ini memperbesar peluang masuknya virus dan bakteri, sehingga
bereaksi negative terhadap vagina.®

Ketiga, seks oral. Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral
memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga
bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya
memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang
harus digaris bawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan
seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang. Oral seks adalah

8 1bid., 6
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aktivitas seks di mana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari
organ mulut, dengan ciuman misalnya. Biasanya dilakukan
sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai orgasme.
Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan,
tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan orgasme dengan
oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya madzi,
maka oral seks haram hukumnya. Walaupun madzi hanya najis
ringan, tapi bagaimanapun setiap najis hukumnya adalah haram.®

Keempat, seks sadistik (kasar). Seks sadistic merupakan
penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan
penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya
mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa
pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak
kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini
adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk
selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang
sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang
psikopatis.'® Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu
amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik
(mu’asyarah bil ma rif).

Melakukan sesuatu Yyang buruk kepada pasangan
hukumnya haram. ‘dsyiri dimaknai sebagai ‘amr atau perintah
yang berarti kewajiban. Perintah menggauli istri dengan patut
berarti tidak memaksa dan mengganggu.™ Islam melarang suami
menganiaya istri ataupun sebaliknya dengan atau tanpa
melibatkan tindakan seksual. Larangan ini tidak menitikberatkan
terkait dengan hukum haram atau halal suatu hubungan seksual
yang dilakukan suami atau istri. Sehingga konsekuensinya bukan
had zina, melainkan kekerasan atau penganiayaan.*?

9 Abu Umar Basyir, Sutra Ungu: Panduan Berhubungan Intim dalam
Perspektif Islam, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, t.th), 135.

10 1hid., 114-115.

11 Litya Surisdani Anggreaniko, Dede Kania, Usep Saepullah, “Marital
Rape Sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum
Islam dan Positif Indonesia”, Jurnal Asy-Syari’ah, vol. 24, no. 1, 2022, 174.

2 1hid., 174.
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Kelima, ketidakjujuran dalam bersetubuh (adanya
penyakit). Bilamana suami atau istrinya memiliki penyakit
menular yang tersembunyi dan pasangannya sulit untuk
mengetahuinya seperti HIV/ Aids. Tetapi suami atau istri tetap
mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan,
maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual.
Hal ini dapat mengancam jiwa suami maupun istri dan juga
keturunannya. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena
salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk
menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).*®

Penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam
ajaran Islam. Hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual
tersebut terjadi di ruang privat di mana yang terjadi pada intinya
adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya
pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh
suami-istri  sebagai seorang mukallaf untuk menjalankan
kewajiban dan haknya masing-masing.

Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan
suami untuk melakukan hubungan seks, akan tetapi jika memang
tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau
menangguhkannya. Bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak
badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami
sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, pada
hakikatnya ia telah melanggar prinsip mu’asyarah bil ma’raf
dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia
lindungi.** Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi bagi
pelaku kekerasan seksual tersebut walaupun ia adalah seorang
suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah
Allah SWT. di mana ia telah melakukan perbuatan dosa yang
harus dipertanggung jawabkan.

Islam memandang bahwa seks merupakan hal yang suci,
sehingga ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Islam

13 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah, (Jakarta: Amzah,
2010), 11.

14 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet.
11, (Bandung: PT. Mizan Hazanah llmu-ilmu Islam, 1997), 113.
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menganjurkan, dalam melakukan hubungan seks, tidak
mempraktikkan seperti halnya hewan, melainkan seks yang
memanusiakan pasangan, yaitu dengan melakukan pendahuluan
(foreplay), dengan candaan, rayuan, ciuman, dan lain sebagainya.
Bahkan sebelum semua itu dilakukan, kebersihan fisikpun harus
diperhatikan. Dalam hal ini, Nabi bersabda:

“Janganlah di antara kalian mendatangi istrinya seperti

binatang. Adalah lebih patut baginya untuk mengirimkan

pesan sebelum melakukannya”. (HR. Dailami dari Anas

Bin Malik)™

Melalui hadis tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan
seksual antara suami dan istri semestinya dilakukan secara
sukarela dan saling rida. Lebih dari itu memaksa salah satu pihak
untuk berhubungan, dengan demikian tidak dapat dibenarkan.
Sangat dianjurkan kepada pasangan suami-istri agar bergaul
dengan etika yang baik, lemah lembut, dan bersama-sama
menaggung beban hidup.®

Hukum Islam tampaknya belum mengakomodir masalah
perkosaan dalam perkawinan (marital rape), salah satunya karena
tidak ada nash yang secara khusus memberikan penjelasan
tentangnya. Namun demikian, Islam memberikan ketentuan
dengan melarang aktivitas persetubuhan dengan paksaan maupun
kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan di luar tempatnya
seperti anal sex dan gaya seksual yang menyimpang lainnya
seperti penjelasan di atas. Islam memisahkan hukum antara halal-
haramnya berhubungan seks dan halal-haramnya cara. Konsepsi
tersebut berawal dari pemaknaan ightisab yang diartikan dekat
dengan perkosaan atau sering disebut pemaksaan untuk berzina
atau al-ikhrah ‘ala zina. Pemaksaan untuk berzina merupakan hal
yang dilarang dalam Islam dan juga mengandung konsekuensi
pidana berat. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa hubungan

15 Muhammad Syafi’i, “Seks dan Seksualitas dalam Islam”, Skripsi UIN
Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2009), 154.

16 Saleh al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani,
2005), 682.



77

suami dan istri bukanlah bagian dari zina.'” Jadi, suami yang
menyetubuhi istri sambil menganiaya atau di luar tempatnya
(marital rape), dalam hal seksnya hukumnya halal, sedangkan
caranya haram.

Menurut hukum pidana Islam, melarang adanya pemaksaan
hubungan seksual yang dilakukan suami-istri adalah sudah tepat.
Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal
relasi suami-istri, Islam setidaknya menggariskan dua prinsip
ajaran yaitu persamaan hak suami-istri dan relasi yang baik atau
mua’asyarah bil ma rif:*® Menurut Sayyid Sabig, perlakuan yang
baik atau mua’asyarah bil ma’raf merupakan salah satu hak
bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama
wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa
harmonis dan tentram.’® Adapun ranah-ranah mu asyarah bil
ma’ritf menurut Husein Muhammad meliputi mahar, hak nafkah,
relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam bidang relasi
seksual dan kemanusiaan, mu ‘asyarah bil ma’rif ' yang dijalankan
oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling
memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak
saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan
masing-masing  tidak  saling mengabaikan hak dan
kewajibannya.?

Di dalam hukum pidana Islam, salah satu unsur penting
dalam penetapan hukum adalah magasid al-syari’ah. Prinsip
maqasid al-syari’ah (perlindungan maslahah primer, kepentingan
umum, dan hak-hak dasar manusia), sexual equality (persamaan

17 Litya Surisdani Anggreaniko, Dede Kania, Usep Saepullah, “Marital
Rape Sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum
Islam dan Positif Indonesia”, Jurnal Asy-Syari’ah, vol. 24, no. 1, 2022, 173.

18 Toha Andiko, dkk., “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya
Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, Manhaj, vol. 5, no. 3, 2017, 8.

19 sayyid Sabig, Fighus Sunnah (Figih Sunah Sayyid Sabiq), terj. Asep
Sobari, dkk., (Jakarta: Al-I’tishom, 2015), 324.

2 Huesein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana
Agama dan Gender, (LKIS, 2001), 112.
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hak bagi laki-laki dan perempuan) dan mu dasyarah bil ma rif
(relasi suami-istri yang baik dan patut) sebagaimana yang
diajarkan hukum Islam. Kewajiban taat kepada suami berlaku
dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syarak dan
selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat. Suami
juga berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan cara
yang baik dan tidak menyakiti istrinya, sesuai Firman Allah SWT
dalam Qs. An-Nisa’ Ayat 19 yaltu
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagaian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan
keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara
yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya”. (QS. An-Nisa [4]: 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan
istri bukan sekedar tidak menyakiti pasangannya, tetapi juga
menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami.
Dalam hal ini, ada ulama yang memahami ungkapan ayat “wa
‘asyiruhunna bil al-ma’ruf” dalam arti perintah untuk berbuat
baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma’ruf
dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga
lebih dari itu yakni berbuat baik kepadanya.?* Kewajiban suami
dalam konteks ini menurut Abu al-A’la al-Mawdudi adalah tidak
menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik

2L M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),
382.
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bersifat kekerasan fisik dan psikis. Al-Qur’an memberikan arahan
tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri
seksual secara proporsional.?

Terdapat tujuh kondisi di mana seorang istri boleh menolak
ketika suami ingin melakukan hubungan seksual. Pertama,
menolak berhubungan seksual karena suami tidak menafkahi.
Jumhur fugaha kalangan Hanafi, Hanbali, dan salah satu pendapat
paling valid dari Asy-Syafi’i menyatakan bahwa istri boleh
menolak untuk digauli dan bahkan boleh keluar untuk bekerja
tanpa izin. Menurut Zhahiriyah dan salah satu pendapat Imam
Asy-Syafi’i, menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak untuk
menolak berhubungan seksual.

Kedua, menolak berhubungan seksual karena suami tidak
mau membayar mahar mu ‘ajjal (kontan). Menurut jumhur ulama
Hanafi, Maliki, Asy-Syafi’i, dan Hanbali, istri punya hak untuk
digauli oleh suami dan berpergian. Zhahiriyah berpendapat
sebaliknya bahwa seorang istri tidak boleh menolak ketika suami
mengajak berhubungan seksual walaupun suami tidak membayar
mahar mu 'ajjal.

Ketiga, menolak berhubungan seksual karena sakit. Jumhur
ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Asy-Syafi’i, Hanbali, dan
Zhahiriyah sepakat bahwa istri punya hak untuk menolak ajakan
berhubungan seksual jika sedang sakit. Keempat, istri menolak
ajakan suami berhubungan seksual karena suami mempunyai
sakit yang bisa menular.

Kelima, istri menolak ajakan suami berhubungan seksual
karena dia sedang melaksanakan ibadah wajib yang terbatas
waktunya (wajib mudhayyaq). Keenam, menolak ajakan
berhubungan seksual karena dilakukan di depan pembantu atau
istri suaminya yang lain. Ketujuh, menolak ajakan berhubungan

2 yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, terj. Wahid
Ahmadi, Halal Haram dalam Islam, Cet. Il, (Surakarta: Era Intermedia, 2000),
277.
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seksual karena ada maksiat pada jima’ tersebut, seperti di dubur
atau istri dalam keadaan sedang haid.*

Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh
kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi sebagai manusia
yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh
salah satu pasangannya dalam hal kasus kekerasan seksual.
Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (marital rape)
telah melanggar hak istrim karena seks adalah haknya juga.
Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan atau tidak ada
uzur syar’i tersebut menyebabkan hanya pihak suami saja yang
dapat menikmati, sedang istri mungkin tidak demikian. Tanpa
kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri,
mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan.?

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Hukum
Pidana Islam
Pada dasarnya, pengertian jinayah mengacu pada hasil

perbuatan seseorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas

pada perbuatan yang dilarang oleh fugaha. Perkataan jinayah
berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak dan mengancam
keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, perlukaan, dan lainnya.®

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa

Iara;ggan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

itu.

2 Qarut dan Nur Hasan, Maugiful Islam min al-Nusyiiz al-Zaujain aw
Ahadihima wa ma Yattabi’u Dzalik min Ahkam, (Makkah: Jami’ah Ummul
Qura, 1995), 117-24.

% Toha Andiko, dkk., “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya
Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
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Secara khusus, kata jarimah dipakai untuk menyebut tindak
pidana dalam pidana Islam dan diartikan melakukan setiap
perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan
yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak
yang diancam dengan hukuman fad atau ta'’zir. Hukum pidana
Islam dan konvensional membagi pembunuhan kepada dua
bagian, sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada
kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, di sisi lain juga ada
kejahatan selain jiwa seperti penganiayaan yang tidak sampai
mengakibatkan korbannya meninggal dunia.”

Sejauh seputar apakah marital rape dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana (jarimah) atau tidak, dapat dilihat pada
pengkategorian unsur tindak pidana. Hukum Pidana Islam
mengenal tiga unsur yang masuk ke dalam jenis jarimah sebagai
berikut:?

1. Al-Rukn al-syar’i atau unsur formil

Unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada
undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi
kepada pelaku tindak pidana. Suatu perbuatan dapat disebut
sebagai pelanggaran terhadap syariat apabila perbuatan tersebut
telah memuat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup
ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan
hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

Adapun dalam hukum pidana Islam telah dikemukakan
bahwa kasus kekerasan seksual terhadap istri tersebut masuk
dalam tindakan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan
Allah SWT. yang telah digariskan dalam al-Qur’an. Demikian
pula dengan Sunnah Rasulullah Saw. dalam hadisnya. yaitu

27 Asep Saepudin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian
Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional, (Jakarta:
Kencana, 2013), 146-151.

28 M. Nurul Irfan, Musyarofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018), 2-
3.
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pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. tentang menggauli
istri dengan cara yang ma ruf.

Dapat dilihat bahwa ketiga putusan di atas masing-masing
melanggar ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah, seperti
dalam Qs. An-Nisa’ Ayat 19 yaltu
yfu;mm \y)au\eﬁd;.\y \JM\ Sl L@\u
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagaian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan
keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara
yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya”. (QS. An-Nisa [4]: 19)

Perintah tersebut tentunya harus dijalankan. Jika tidak,
maka ia telah melanggar ketentuan Allah SWT. Artinya, di sini
terjadi pembangkangan terhadap sang Pencipta, dengan
konsekuensinya ialah termasuk salah satu perbuatan dosa.
Kemudian larangan terhadap perbuatan yang menyakiti istri
khususnya terdapat penyimpangan hubungan seksual tidak
semuanya diakomodir dalam al-Qur’an dan hadis. Namun,
landasan hukumnya secara global telah diungkapkan di atas.
Khusus larangan berhubungan melalui dubur si istri. Berdasarkan
Tafsir al-Mizan, QS. An-Nisa [4]: 19 di atas berbicara tentang
perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik, tidak
semena-mena, sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka.”
Ketiga putusan kasus marital rape di atas sudah dapat dinyatakan

2 Sayyid Muhammad Khan at-Tabatab’i, al-Mizan fi at-Tafsir al-
Qur’an, Juz 4, (Beirut: al-A’lami, t.th), 253-254.
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sebagai pelaku jarimah, karena terdakwa sudah terbukti memaksa
istrinya (korban) untuk melakukan hubungan seksual dengan
dirinya disertai dengan kekerasan.

Ketiga contoh kasus di atas masing-masing juga melanggar
pasal dalam hukum positif. Di mana ketiga kasus di atas,
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu,
terdakwa telah melanggar Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Adanya pelanggaran terhadap pasal masing-masing merupakan
salah satu terpenuhinya unsur formil, yaitu adanya nash atau
undang-undang.

2. Al-Rukn al-madi atau unsur materiil

Unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti
melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam
melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam
melakukan sesuatu). Perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut
sebagai tindak pidana (jarimah) apabila dalam perbuatan yang
dilakukan terdapat unsur yang melawan hukum. Aspek melawan
hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat,
perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya.

Berdasarkan unsur ini, ketiga putusan di atas, masing-
masing tindakannya sudah melawan hukum. Pada kasus marital
rape dengan Surat Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl,
suami (terdakwa) telah memaksa istrinya (korban) melakukan
persetubuhan (marital rape), yang akibat dari perbuatan tersebut,
menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri
korban dan merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa.
Kasus kedua, dengan Surat Putusan Nomor
899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, suami (terdakwa) memaksa istrinya
(korban) melakukan hubungan seksual dengan dirinya, korban
waktu itu menolak melakukan hubungan seksual karena sedang
sakit, sesak nafas, dan sakit jantungnya sedang kambuh. Dalam
kronologi peristiwa, disebutkan bahwa usaha persetubuhan tidak
berhasil dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa mencium atau
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mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam
kemaluan korban. Sehingga korban merasakan nyeri dan sakit
pada kemaluannya. Kasus ketiga, dengan Surat Putusan Nomor
126/Pid.Sus/2015/PN.Pbg, suami (terdakwa) memaksa istri
(korban) yang sedang mandi untuk melakukan hubungan seksual.
Terdakwa menutup mulut korban dan memasukkan tangan
kirinya dan digerak-gerakkan di dalam alat kemaluan korban
secara paksa, sehingga alat kemaluan korban mengalami luka dan
berdarah. Perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum dan
sudah memenuhi unsur materiil dalam hukum pidana Islam
maupun hukum positif.

3. Al-rukn al-adabi atau unsur moril

Unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang
dapat dipersalahkan manakala pelaku bukan orang gila, anak di
bawah umur, atau sedang berada di dalam ancaman. Perbuatan
yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) adalah
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf (orang
yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab
hukum). Pelaku yang terdapat dalam ketiga putusan di atas adalah
pelaku yang sudah menikah secara sah. Pelaku juga sudah
berumur 29 dan 57 tahun yang dapat dikatakan sebagai mukallaf
dalam hukum Islam.

Dengan demikian, marital rape sudah memenubhi
persyaratan sebagai tindak pidana atau jarimah. Ada beberapa
klasifikasi hukuman bagi pelaku jarimah dalam hukum Islam,
antara lain jarimah hudid, gqisas, diyat, rajam, serta ta'zir.
Meskipun demikian, marital rape tidak masuk jarimah hudiid.
Ditinjau dari segi materi jarimah, hudiid terbagi menjadi tujuh,
yaitu zina, gadzf, meminum minuman Kkeras, pemberontakan,
murtad, pencurian, dan perampokan.® Marital rape tidak bisa
disebut sebagai perbuatan zina, walaupun diartikan sebagai
pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pemerkosaan
tersebut terjadi dalam hubungan ikatan perkawinan yang sah.
Sehingga perbuatan marital rape tersebut masuk dalam kategori

% 1bid., 17.
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pidana Islam yaitu jarimah ta'zir. Karena sanksi hukumannya

belum diakomodir dalam hukum pidana Islam. Sedangkan

menurut hukum pidana lIslam, jarimah ta'’zir adalah hukuman
yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar
dibagi menjadi dua, sebagai berikut:*

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua
perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang
tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan
istrinya,  penimbunan  bahan-bahan  pokok, dan
penyelundupan.

2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan
(individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan
kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak.
Contohnya penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-
lain.

Marital rape masuk kategori jarimah ta'zir yang
menyinggung hak perorangan, karena terdapat pemaksaan yang
mengganggu hak pribadi seseorang. Ini adalah pembangkangan
terhadap perintah sang Khalik, di mana seorang hamba diciptakan
hanyalah untuk menyembah dan mengabdi kepada-Nya.
Perbuatan yang bakal berdampak kepada kemudharathan bagi
orang lain, mengancam jiwa seseorang dan keturunanya kelak,
tentu suatu tindak pidana kejahatan harus dihentikan.*? Perbuatan
semena-mena suami tersebut harus diperbaiki dan pelakunya
dapat dihukum pidana. Yang meliputi jarimah ta'zir termasuk di
dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran,
skors, dan pidana kurungan/ penjara. *

8L M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018),
144.

3 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah, (Jakarta: Amzah,
2009), 11.

3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1967), 6.
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Kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga
sampai detik ini masih belum dapat dituntut menggunakan pasal
285 KUHP sebagai pemerkosaan, sebab pemerkosaan yang
disebutkan dalam pasal tersebut merupakan perempuan bukan
istri.3* Istri dapat menuntut perbuatan marital rape menggunakan
pasal 351, 354, dan 356 KUHP sebagai penganiayaan dan pasal
46 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
Adapun ancaman pidana terhadap pelaku marital rape dalam
pasal 46 tersebut menyatakan bahwa “ setiap orang yang
melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dipidana penjara paling lama 12
tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta”. Sejatinya pasal 46
ini telah mengupayakan pencegahan terhadap perlakuan
kekerasan seksual dalam keluarga. Akan tetapi belum dapat
memperjelas mengenai korban yang termasuk dalam kategori
marital rape.

Ulama membagi ta’zir menjadi dua bentuk, yaitu:

1. At-Ta zir ‘ala al-Ma’asi. Maksiat adalah melakukan suatu
perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini
tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga
menyangkut hak-hak pribadi.

2. At-Ta’zir li al-Maslahah al-ummah. Hukuman ta’zir dalam
bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang
mengganggu dan merusak kepentinga, ketertiban dan
kemaslahatan umum.

Para fugaha berbeda pendapat dalam memberikan sanksi
pidana pada kasus ini. Menurut Abu Hanifah, pelakunya dijatuhi
hukuman ta'zir sebab bukan termasuk zina. Sedangkan menurut
Malik dan asy-Syafi’i pelakunya tetap dijatuhi hukuman had
dengan dasar giyas yaitu digiyaskan dengan zina. Sementara itu,
menurut lbnu Taimiyah, menggauli istri melalui duburnya
merupakan perbuatan haram dan apabila suami melakukan hal

% Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri,
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 31.



87

tersebut maka dapat dijatuhi hukuman fa'zir (hukuman yang

menimbulkan efek jera) dan jika istrinya juga merespon

perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, maka istri juga dapat
dijatuhi hukuman ta'zir.®

Marital rape juga masuk kategori jarimah karena
perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang
mengandung kemudharatan, bertentangan dengan magdasid asy-
syar?’ah Kategori hifz an-nafs sekaligus prinsip mu asyarah bil
ma’riif yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga
untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
dalam suatu pernikahan. Marital rape juga dikategorikan sebagai
kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan
psikis yang dialami korban.®

Marital rape juga dapat dikategorikan dalam jarimah gisas
diyat. Hal itu terjadi jika dalam pemaksaan hubungan seksual
suami istri memenuhi unsur-unsur jarimah penganiayaan.

Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut:’

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna
dengannya.

2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara
fisik anggota tersebut masih utuh.

3. Melukai di bagian kepala korban.

4. Melukai di bagian tubuh korban.

5 Melukai bagian-bagian yang belum disebutkan di atas.
Penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan timbulnya
bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan
kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau
luka dalam di bagian organ vital.

% Muhammad bin Ibrahin Al-Hamd, Abdullah bin Al-Ju’aitsan,
Durhaka Suami Kepada Istri, (Solo: Kiswah, 2015), 108.

% Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan)
ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid./B/2011/PN.Bgl)”, Skrispi UIN
Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018), 69.

37 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018), 10.
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Ketiga kasus di atas dapat dikategorikan jarimah
penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Hal itu karena
masing-masing kasus melakukan tindak kekerasan dengan cara
pemaksaan disertai dengan kekerasan. Di antara dampak dari
perbuatan tersebut ialah merusak farji (kemaluan) istri. Seperti
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suami tentu
berakibat sangat fatal bagi kesehatan reproduksi si istri. Adapun
dalam kasus marital rape, pelaku melanggar tujuan dari hukum
pidana Islam, yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan,
karena suami telah melukai sistem reproduksi istrinya, ataupun
sebaliknya, dan organ tersebut memiliki manfaat penting bagi
pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal
ini, I3$élam menetapkan hukum diyat dengan membayar seekor
unta.

Wali korban atau korban, dalam gisas-diyat, dapat
memberikan pengampunan, baik perkara tersebut dimaafkan atau
dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun wali korban dan
korban diberi wewenang untuk mengampuni gisas, baik dengan
imbangan diyat atau tidak menggunakan imbangan sama sekali.
Menurut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad, memaafkan gisas
dapat dengan mengganti diyat atau memaafkan tanpa imbalan
sesuatu apapun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah, pengampunan adalah pemaafan gisas tanpa imbalan
apapun, adapun memaafkan dengan diyat bukanlah
pengampunan, melainkan perdamaian.® Oleh karena itu, ukuran
diyat yang diputuskan adalah diyat sepenuhnya oleh fugaha.

Para ahli hukum empat mazhab berbeda pendapat
mengenai ukuran diyat yang wajib dibayarkan oleh terdakwa.
Menurut pengikut Imam Abu Hanifah, seribu dinar emas atau
sepuluh ribu dirham perak, atau seratus unta, termasuk dua puluh
ekor bintu makhad, dua puluh ibnu makhad, dua puluh bintu

3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2000), 133.

3 Nurwahidah, “Penyelesian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan
Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah X1 Kalimantan, vol.
13, no. 23, 2015, 157-158.
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labun, dua puluh higah, dan dua puluh jadza’ah. Menurut
Hanafiyah, pembayaran diyat dibayar dengan tiga jenis
pembayaran, yaitu dengan sejumlah unta, emas, ataupun perak.
Sedangkan ukuran diyat menurut Malikiyah mencakup dalam tiga
jenis tersebut, antara lain unta, emas, dan perak. Dengan diyat
seratus ekor unta mencakup di dalamnya dua puluh ekor bintu
makhad, dua puluh ibnu labun, dua puluh bintu labun, dua puluh
higah, dan dua puluh jadza’ah, atau emas seharga seribu dinar,
atau dengan perak seharga dua belas ribu dirham (37,44 kg
perak). Sedangkan harga satu gram sekitar Rp. 11.861.00, maka
terdakwa wajib membayar diyat tersebut sejumlah Rp.
44.407.485.00.

Menurut Asy-Syafi’iyah, menurutnya ukuran diyat hanya
satu, yaitu seratus ekor unta mencakup di dalamnya dua puluh
ekor bintu makhad, dua puluh bintu labun, dan dua puluh ibnu
labun, dua puluh higah, dan dua puluh jadza’ah. Jika terdakwa
tidak mampu menebusnya, maka ditebus dengan ukuran dirham
atau dinar seharga unta tersebut. Sedangkan ukuran diyat menurut
Hanbali, dua puluh bintu labun, dua puluh higah, dan dua puluh
Jjadza’ah atau dua ratus ekor sapi, atau seribu ekor domba, atau
seribu dinar emas, atau dua belas ribu dirham perak. Kelima jenis
diyat ini menjadi prinsip dari ukuran diyat menurut Hanbali.
Maka berdasarkan keterangan dari empat madzhab di atas, para
ulama sepakat bahwa unta adalah satu-satunya prinsip diyat yang
disepakati. Apabila dalam suatu negara tidak terbiasa berternak
unta, maka dapat diganti sejumlah harga unta tersebut.*

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pemerkosaan
dalam perkawinan (marital rape) yang melukai salah satu
anggota badan korban, hukum pidana Islam menghukumi dan
menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan gisas dan apabila

40 Saepul Rochman, “Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan
Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi
Komparatif Kasus Putusan Perkara No.150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)”, Syariah,
vol.4, no. 1, 2021, 76.

4 1bid., 76.
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pelaku telah dimaafkan oleh korban atau wali korban maka
dijatuhi hukuman diyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan terhadap
perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dijelaskan dalam
hukum pidana Islam secara implisit (tersirat) dalam Al-Qur’an
dan Hadis.

C. Analisis Kritis Hukum dan Hukuman Marital Rape

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi
manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapuskan (penjelasan UU No. 12
Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), tindak pidana kekerasan
seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak
pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan
perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam
undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang
ini.

Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat Sembilan jenis
tindak pidana kekerasan seksual, yang terdiri dari pelecehan
seksual nonfisik, pelecehan seskual fisik, pemaksaan kontrasepsi,
pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan
seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan
seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis tersebut, tindak pidana kekerasan
seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan
terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual
terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan
dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau
pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan
eksploitasi  seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana
perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual,
kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian
uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana
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kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara
tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan.*

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dikategorikan
dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT) vyaitu perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, Yyang berakibat timbulnya
kesengsaraan,atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah marital rape masih terdengar asing bagi sebagian
orang karena regulasi pemerintah Indonesia pada persoalan
tersebut masih belum terlihat nyata dan difungsikan secara
maksimal, walaupun regulasinya sudah ada pada UU PKDRT
2004 dan diperjelas dalam UU TPKS. Hal ini dikarenakan
definisi budaya dan hukum tentang pemerkosaan selalu dibentuk
oleh hubungan dan status mereka yang terlibat, sebuah premis
yang berlaku baik secara historis ataupun lintas budaya. Pada
umumnya serangan seksual oleh orang asing mungkin lebih
terlihat sebagai perkosaan yang nyata dibandingkan dengan
perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dan
memiliki ikatan sah dengan korban seperti perkawinan.** Bahkan,
aturan tentang penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan
suami terhadap istri dinilai aneh dan bertentangan dengan logika
awam yang menganggap bahwa pemaksaan hubungan seksual
antara suami-istri merupakan suatu kewajaran.

Sikap permisif dan anggapan wajar terhadap tindakan
kekerasan seksual dalam rumah tangga ini membuat kekerasan

“2 Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20227,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 2, 2022, 170-196.

4 Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur, “Marital Rape dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Mitsaq: Islamic Family
Law Journal, vol. 2, no. 1, 2022, 46.
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jenis ini marak terjadi. Selain itu, ada sebab-sebab lainnya sebagai

berikut:

1. Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang
lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat
rahasia karena peristiwa kekerasan terjadi dalam rumah
tangga.

2. Adanya keyakinan bahwa hubungan seksual merupakan
pelayanan yang menjadi hak suami, dan suami berhak
memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin
dan kepala dalam rumah tangga.

3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam
lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

4. Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan
melalui jalur hukum karena berbagai pertimbangan, seperti
kekhawatiran terbongkarnya aib keluarga, dan lain
sebagainya.

Dilansir dari catatan tahunan komisi nasional (KOMNAS)

Anti Kekerasan pada Perempuan sebagaimana dijelaskan dalam

bab sebelumnya, pengaduan kasus marital rape mencapai angka

591 pada tahun 2022, meningkat sebanyak 936,84% dari tahun

2021, yang mana terdapat 57 kasus marital rape di Indonesia.*

Dari data kasus kekerasan seksual ranah personal seperti marital

rape merupakan salah satu cerminan dan bentuk ketidaksiapan

seseorang dalam berumah tangga. Walaupun pada faktanya
ketidaksiapan dalam berumah tangga tersebut merupakan salah
satu alasan dari sekian banyaknya alasan yang muncul dalam
permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan
kerusakan secara sosial dan merugikan salah satu pihak.*
Sehingga penyelesaian kasus tersebut tidak teridentifikasi
sebanyak 40%. Sedangkan penyelesaian kasus secara hukum

4 Komnas Perempuan, “CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan
Terhadap Perempuan Tahun 20217, https://komnasperempuan.go.id/download-
file/816 diakses 18 Maret 2023.

45 Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur, “Marital Rape dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Mitsaq: Islamic Family
Law Journal, vol. 2, no. 1, 2022, 42.



https://komnasperempuan.go.id/download-file/816
https://komnasperempuan.go.id/download-file/816

93

menempati urutan ke dua sebanyak 31%, yang teridentifikasi
adalah penyelesaian jalur perdata yaitu korban memilih untuk
bercerai yaitu sebanyak 8% dan penyelesaian melalui jalur pidana
24% yang dalam proses penulisan Catahu terdapat dalam tingkat
pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan, dan
vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
Penyelesaian non hukum biasanya ditempuh dengan jalur
musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa. Akan tetapi,
beberapa  korban yang lain, tidak bisa  menuntut
pertanggungjawaban pelaku untuk memenuhi kewajibannya
sehingga seringkali pada kasus penelantaran, korban memilih
jalur bercerai.

Pada sebagian masyarakat muslim, perilaku kekerasan
seksual yang dilakukan suami terhadap istri dilegitimasi dengan
pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap
dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan
seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan
istri wajib patuh kepada suaminya, karenanya hubungan seksual
yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang
dibenarkan agama. Pada gilirannya, tampak jelas bahwa ada
perbedaan persepsi yang diikuti dengan kontradiksi yang nyata
antara hukum positif yang berlaku dengan pemahaman hukum
Islam yang ada di masyarakat pada umumnya.“®

Contoh disparitas persepsi ini misalnya dapat dilihat dari
sebuah  kasus di atas dengan  putusan  Nomor
912/Pid/B/2011/PN.Bgl yang terjadi di Jawa Timur tahun 2011.
Seorang suami diadili dan divonis penjara selama 1 tahun 3 bulan
oleh pengadilan karena terbukti melakukan kekerasan seksual
(marital rape) terhadap istrinya sendiri. Sang suami (terdakwa)
memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dengan dirinya,
istrinya tidak terima kemudian memidanakan suaminya sehingga
dituntut ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 46
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sementara, sang suami

4 Zikri Darussamin, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam
Kajian Maqasid Syari’ah", Al-Ahwal, vol.12, no.1, 2019, 84-98.
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sendiri menganggap perbuatannya tersebut merupakan suatu
kewajaran dan pemaksaan hubungan seksual yang ia lakukan
merupakan hak dirinya sebagai seorang suami yang sah. Vonis
pengadilan ini cukup menyita perhatian publik karena dinilai
kontradiktif dengan kelaziman yang dimengerti khalayak umum,
hal ini ditandai dengan banyaknya komentar-komentar miring
terhadap pemberitaan ini di media virtual.

Majelis  hakim  dalam  pertimbangan  putusannya
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa (suami) yang telah
memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan digolongkan
kepada perbuatan marital rape (perkosaan dalam rumah tangga),
yang akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang
cukup berat dan mendalam bagi diri korban yakni istrinya sendiri,
dan korban merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa.
Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di MA (Mahkamah
Agung).

Terdakwa kemudian mengajukan banding dan kasasi. Di
dalam alasan kasasinya, terdakwa mengemukakan alasan bahwa
Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)
bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga harus
dibatalkan. Dalam hal ini, terdakwa beralasan bahwa pemaksaan
hubungan seksual yang dia lakukan, merupakan sesuatu yang
dibenarkan dan merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban
dan hak suami melakukan terhadap istrinya. Beberapa dalil yang
digunakan terdakwa untuk membenarkan tindakannya adalah apa
yang dikutipnya dari sebuah kitab tentang hak masing-masing
suami istri, yang mana seorang istri belum bisa dikatakan
memenuhi haknya Allah SWT. sehingga dia memenuhi hak
suaminya, dan jika suami ingin melakukan hubungan intim
dengan istrinya dan posisi istri ada di punggung unta maka wajib
seorang istri untuk turun dan melayani suaminya. Alasan yang
digunakan oleh terdakwa ini berangkat dari pemahamannya akan
suatu nash dalam referensi Islam, dan tidak menutup
kemungkinan, keyakinan yang sama dianut pula oleh banyak
umat Islam di negeri ini dan seluruh dunia.
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Kriteria kekerasan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun
2004 tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan perspektif
hukum pidana Islam. Hanya saja, dalam rinciannya ada yang
tidak sesuai seperti tindakan suami yang menggauli istrinya
dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Pada
penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan
cara tak wajar dan atau tidak disukai. Kata “tidak disukai” ini
karena tidak ada penjelasan rincinya tentang menimbulkan
banyak interpretasi sehingga menjadi relatif. Padahal, dalam
hukum pidana Islam, istri merupakan haq al-intifa’ yang bisa
dimanfaatkan oleh suami selama istri tidak ada halangan syar’i
untuk berhubungan seksual. Sehingga jika suami ingin
melakukannya dan istri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan
syarak, maka istri telah melakukan nusyuz, dan suami dianggap
tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya.

Sebagian ulama fikih secara lugas memang membolehkan
seorang suami memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa
keridaannya ketika istri menolak tanpa suatu alasan yang sah
(uzur syar’i). Adapun uzur syar’i yang membolehkan seorang
suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid,
nifas, dan ketika puasa Ramadhan. Sementara sebagian ulama
fikih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai
uzur syar’i bagi seorang istri, misalnya apabila suami memiliki
penis (zakar) yang besar, ketika istrinya sedang sakit yang
membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak
suaminya berhubungan secara anal.

Akan tetapi, UU PKDRT tidak membedakan apakah
marital rape dilakukan Kketika istri memiliki wzur syar’i atau
tidak. Hukum positif ini menggeneralisir segala bentuk
pemaksaan hubungan seksual sebagai tindak pidana tanpa
memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu
alasan atau bukan.

Adanya pandangan bahwa pemaksaan hubungan seksual
merupakan suatu kebolehan berdasarkan pemahaman dari nash-
nash tersebut di atas, yang didukung pendapat sebagian ulama
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fikih seperti yang telah dikemukakan, menimbulkan suatu kesan
adanya kontradiktif antara hukum pidana Islam dengan ketentuan
hukum positif dalam mengatur pola hubungan suami istri. Hukum
positif memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual suami-
istri (marital rape) merupakan suatu kejahatan. Sedangkan
pemahaman yang ada di tengah masyarakat justru sebaliknya,
bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kewajaran.

Perkara marital rape merupakan salah satu hal yang tidak
memiliki sandaran nash yang jelas dan kerap difahami secara
persial. Seperti dijelaskan di awal, perhatian ulama pada aspek
hukum marital rape ini tidak terlalu besar, bahkan sangat jarang
dibahas di dalam kitab-kitab fikih sebagai kodifikasi pemikiran
para mujtahid dan ulama fikih. Oleh karena itu, perkara ini
termasuk ke dalam ranah ijtizad yang masih sangat terbuka untuk
dikaji secara luas dan mendalam.

Secara yuridis formal, sanksi pidana Islam baru dapat
berlaku bagi pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh
sebuah negara. Hukum pidana Islam belum dapat diterapkan bagi
masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam.*’ Sanksi
pidana Islam tidak sepenuhnya relevan dengan sistem
pemidanaan dalam hukum Indonesia. Hal yang terkait terutama
dalam nilai ilahiyah antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan
Indonesia. Hak Allah SWT. yang termuat dalam keberlakuan
sanksi pidana Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Akan
tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum
Indonesia pun masih memasukkan unsur ilahiyah karena sumber
hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir
spirit ketuhanan. Pemidanaan Indonesia memiliki nilai-nilai
hukum Islam berupa nilai ilahiyah, pendidikan, dan menjaga
stabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, puncak relevansi
antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia sama-sama
menghendaki persoalan menjaga stabilitas dalam masyarakat.*®

47 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 82.
% Abdus Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi
Pidana Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 2018, 131.
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Seperti  telah disebutkan bahwa UU TPKS telah
mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual merupakan
suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana
untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini
menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan
langkah penganggulangan TPKS, mulai dari pencegahan,
penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya
UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai
pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial
dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi
masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani
untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan
maupun kepada penegak hukum. Munculnya keberanian ini
didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta
ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur
hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif
korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem
yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan
memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan
keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor.*

49 Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20227,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 2, 2022, 170-196.
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BAB V
PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.

B.

Hukum pidana Islam tampaknya belum mengakomodir
masalah perkosaan dalam perkawinan (marital rape), salah
satunya karena tidak ada nash yang secara khusus
memberikan penjelasan tentangnya. Namun demikian,
Islam memberikan ketentuan dengan melarang aktivitas
seksual dengan paksaan maupun kekerasan dan
persetubuhan yang dilakukan di luar tempatnya seperti anal
sex dan gaya seksual yang menyimpang lainnya. Islam
memerintahkan berhubungan seksual dengan mu’asyarah
bil ma’rif yang dijalankan oleh suami dan istri. Bahwa
antara keduanya harus saling memberi dan menerima,
saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti,
tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-
masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.
Sanksi marital rape jika dikaitkan dengan unsur hukum
pidana Islam adalah ta'’zir. Karena sanksi hukuamnnya
belum diakomodir dalam hukum pidana Islam dan terdapat
unsur pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang.
Pelaku, dapat dikenai sanksi gisas-diyat apabila dalam
memaksa berhubungan seksual disertai dengan kekerasan
dan penganiayaan yang menyebabkan luka pada bagian
tubuh korban.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan

saran yang semoga dapat dimanfaatkan:

1.

Bagi para penegak hukum, terutama hakim, dalam

menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial

terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang
98
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dijatuhkan mempunyai manfaat bagi korban dan
masyarakat.

Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dan sadar hukum
untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila
mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga.
Masyarakat diharapkan lebih sadar dengan adanya
kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam berhubungan
seksual. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga tidak
ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi.
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PUTUSAN
Nomor 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps
- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"™-----

- Pengadilan Negeri Denpasar yang dan perk; perk:

pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdak

Nama Lengkap : M. TOHARI Als TOTO ;

Tempat Lahir : Tegal

Umur : 57Tahun /17 Oktober 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.
8 Denpaar;

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oklober 2014

sampai dengan sekarang

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri
tersebut ;

Setelah berkas perkara ;;

Setelah Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya
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NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPATPL/12/2014 yang dbacakan di depan
persidangan pada tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : - e

1. Menyalakan terdakwa M. TOHARI als TOTO telah secara sah dan

meyakinkan terbukli bersalah Tindak Pidana Dalam

Rumah Tangga yakni seksual

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan
dancam pklana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Altematif

Kesatu;

)

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TOHARI als TOTO dengan
pdana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama tedakwa

tenada dalam tahanan ;

w

. Memerintahkan terdakwa Ill. TOHAR als TOTO letap berada dalam
tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa ||. TOHARI als TOTO membayar ongkos
pertara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Menimbang , bahwa lerdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan
sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli

2014, NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPATPU 121201 4, dengan dakwaan

sebagai berikut -
KESATU:

————Bahwa ia terdakwa M. TOHARI ALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30
September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waklu tertentu pada
bulan September 2014, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di JI.

Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar alau selidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2

110



2.

Surat Putusan Nomor:

111

912/Pid/B/2011/PN.Bgl,
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PUTUSAN
Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™

Pengudilan Negeri Bangil yang dan mengadili perkara-perkara pidana

dengan acara pemeriksaan hasa pada peradilan tingkal pertama telah menjatuhkan

putusan  sebagai  berikut di  bawsh ini  dalam  perkara atas nama

terds

Jova:

Nama Lengkap : HARI ADE PURWANTO

Tempat Lahir : Pasuruan

Umur/Tangal Lahir :29 whun /22 Desember 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan + Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo

Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan .
Agama < Islam,

Pekerjuan :Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

IS

Penyidik tidak dilakukan Penahanan,

Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 14 desember 2011.

Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 13 Januari
2012,

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 Januari 2012
s/d 13 Maret 2012,

Terdakwa dipersidangan didsmpingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE

SH. Advoka/Konsultan Hukum yang beralamat di J1. Joko Sambang No 03 RT OI/RW

06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09

Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal

10-01-2012:-

Pengadilan Negeri tersebut:
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Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Teluh mendengar keterangan para saksi dan terdakwa:

‘Telah memperhatikan barang bukii dalam perkara ini:

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangil No. Reg Perkara: PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012,
yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha hersalah melakukan
tindak pidana * melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang
diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidans menelantarkan
orang lain dalam lingkup rumah tangganya™ sebagaimana diatur dalam pasal 49
huruf a UU Ri Nomor 23 Tahun 2004
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanio dengan pidana

3

penjars selama 1 (satw) tshun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa : Nihil

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua

oW

ribu rupiah).

Menimbang. bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa
maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis
tertanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya :

1 Menyatukan bahwa Terdukwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH
TOHA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Unum Kejaksaan Negeri Bangil:

5

Membebaskan Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH
TOHA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

w

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat seria
martabatnya;
4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa

tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di
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PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2015/PNPbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2 Negeri Purbalingga yang dun mengadili perkara-

perkara pidana pada peradilan tingkal pertama dengan acara pemeriksaan biasa,

menjatuhkan putusan sebgai berikut 125 nana Terdakwa:ewwmmseeemmmeeemmeeee e

Nama K bin M:
Tempat lahir iP

Unnur/Tanggal Lahix +39 tahun/ 190ktober 1975

Jenis kelamin : Laki-
laki:

Kebs

Tempat tinggal + Purbalingga

Agama < Isl

Pekerjaan + Karyawan Swasta;—

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2015:--meemmeemeeees

Terdakwa ditahan dengan sural perintahy/ penetapan
Penyidik Nomor : SP. Hun / 118 / VII / 2015 / Resksim tertanggal 19 Juli
2015 sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal O7Agustus

2015:-

Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B - 1319/ 0.3.23/ Euh.1/ 07/
2015 tertanggal 31 Juli 2015 sejak tanggal 08Agustus 2015 sampai dengan
tanggal 16September

2015:

Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 1115/ 0.3.23 / Euh.2 / 08 / 2015
tertanggal 26 Agustus 2015 sejuk tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan

Halamanldai25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PNPbg
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tanggal 14 Sepiember

2015:-

4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomeor : 126 / Pid.Sus / 2015 /
PN.Pbg tertanggal 10 September 2015 sejuk tanggal 10 September 2015

sampai dengan (¥Oktober

2015:
5. Perpanjangan  Keta Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 126 /
Pid.Sus / 2015 / PN.Pbg tertanggal30 September2015 sejak tanggal
100ktober 2015 sampai dengan tanggal08

Des: 2

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat

Huk
Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-
surat dalam berkas perka

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umun:
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan  Negeri

Purbalinggatentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini:
Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketwa Majelis tentang Hari

Sidung:-

SetelahmendengarketeranganSaksi-

anganT

Halaman 2
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Setelahmendengar tuntutanPenuntutUmum yang

1. Menyatkan Terdukwa K bin M bersalah melakukan Tindak Pidana

“melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap istri” sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghspusan ~ KDRT  sesuai  dskwaan  Kesaw  Penuntut

U

Menjatuhkan Piduna terhadap Terdakwa K bin M berupa Pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

lengan perintah tetap ditahan:-

b

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-
(dua ribu lima ratus

inh:
pi

Telsh mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya
meny atakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya:-

Menimbang, bahwa Terdakwa telsh digjukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum  berdasarkan  surat  dakwaan NO.REG.PERKARA:PDM- 30/PRBAL/

Eub. dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Buhwa ia terdakwa K bin M pada hari Jum’at tanggal 17Juli 2015 sekitar
pukul 05.30 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya dalam
tehun 2015 bertempat di Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daersh hukum Pengadilin Negeri Purbalingga,

melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a

Haluman3dari25 Putusan Nomor 126/Pid Sus/2015/PNPbg

Halaman 3




4.

116

https://m.jpnn.com/news/menderita-punya-istri-

hiperseks-setiap-30-menit-minta-lagi?page=2

MENU

JPNN.com - Daerah - Jatim

Menderita Punya Istri Hiperseks,
Setiap 30 Menit Minta Lagi

Kamis, 30 Juni 2016 - 05:55 WIB
/“PENSILNYA
( MAS GAMPANG )

7 oansCARY S\
/PENSIL YANG
\LAIN AJALAH
NG

D

BUYAHAMKA

19 APRIL DI BIOSKOP

"Kalau masalah uang tidak ada masalah, ya
masalahnya di atas ranjang," kata Donwori yang
bertahun-tahun ikut di rumah Sephia di kawasan
Tembok, Blauran, Surabaya.
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https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-
5134898/suami-ceraikan-istri-yang-minta-bercinta-9-
kali-sehari-ini-kata-psikolog

= detiknews =
Home Berita Jabodetabek Jawa Timur Interna
Suami Ceraikan Istri yang Minta
Bercinta 9 Kali Sehari, Ini Kata
Psikolog

Adhar Muttaqien - detikNews

Sabtu, 15 Agu 2020 20:09 WIB

Psikolog Ifada Nur Rohmania (Foto: Adhar Muttaqgien)

Tulungagung - Viral cerita suami di Tulungagung
menggugat cerai istrinya yang hiperseks. Sang istri
diceritakan meminta jatah berhubungan intim
sembilan kali dalam sehari.

Menurut salah seorang psikolog asal Tulungagung
Ifada Nur Rohmania, hubungan seksual yang tidak
terkontrol pada seorang perempuan disebut
Nymphomania. Namun sang perempuan sangat
dimungkinkan tidak menikmati hubungan tersebut.

"Sangat dimungkinkan justru tidak menikmati
hubungan seksual itu sendiri, karena bisa akibat
depresi, masalah karir, percintaan yang gagal, dan
sebagainya," kata Ifada kepada detikcom, Sabtu
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